BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2016 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9
ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun

2016-2025.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

‘Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang

Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820},

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU
dan
BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016 -
2031

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L
2,
3.

o
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Daerah adalah Kabupaten Berau.
Bupati adalah Bupati Berau.

Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam wilayah administrasi
Kabupaten Berau.

Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya
disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan
Kepariwisataan Daerah untuk periode 15-20 tahun.

Wisata adalah kegiatan perjalanan, yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Produk Wisata adalah Segala jenis produk baik berbentuk barang ataupun
jasa yang merupakan komoditas pariwisata dan semua bentuk pelayanan
yang dinikmati wisatawan dari dia berangkat meninggalkan tempat
tinggalnya hingga ia kembali pulang.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata
dan -bersifat multidimensi -serta ‘multidisiplin ‘yang murncutl ‘sebagai ‘wujud
kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan
masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan pengusaha. (menyesuaikan dengan Permenpar No. 10 Tahun 2016).
Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata
adalah kawasan geografis yarig berada dalam satu atau lebih wilayah
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,
fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan
melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
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Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah
Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan,
mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola
relasi dengan Wisatawan ‘untuk -mengembangkan Kepariwisataan dan
seluruh pemangku kepentingannya.

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait
dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan
kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan ‘unsur beserta jaringannya
yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah
Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan
mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan
perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

‘Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah

maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan
Kepariwisataan.

Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata
adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak
langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan
hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
wisatawan.

Budaya adalah pandangan hidup dari masyarakat yang berkaitan dengan
akibat-akibat serta nilai dan norma.

Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan
keparwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD dan KSPD.

Kawasan -Strategis Pariwisata Daerah yang -selanjutnya -disingkat KSPD
adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki
potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh
penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan
budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta
pertahanan dan keamanan.

Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah
kawasan yang memiliki ruang yang mencakup luasan area tertentu dengan
komponen kepariwisataannya serta memiliki tema produk wilayah sebagai
potensi yang mencerminkan karakteristik daerah tersebut.

Aksesibilitas Pariwisata adalah -semua jenis sarana dan prasarana
transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal
Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah
Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang

pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan

berfungsi sebagaimana semestinya.
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Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang
diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas
kehidupan keseharian.

Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus
ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan,
keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi
Pariwisata.

BAB 1I
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2
Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
a. Destinasi Pariwisata;
b. Pemasaran Pariwisata;
c. Industri Pariwisata; dan
d. Kelembagaan Kepariwisataan.

Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan pada
RIPPARDA.

RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. visi

b. misi;

c. tujuan;

d. sasaran; dan

e. arah pembangunan Pariwisata dan strategi pembangunan Pariwisata

tahun 2016 - 2025.

Visi pembangunan Kepariwisataan yaitu terwujudnya Daerah sebagai

Destinasi Wisata yang unggul dan berbudaya.

Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

a. mengembangkan budaya dan kearifan lokal;

b. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis dan
bertanggungjawab;

c. mengembangkan Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik,
mudah dicapai dan berwawasan lingkungan;
mengembangkan kemitraan Pariwisata; dan

e. meningkatkan penyelenggaraan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah
yang profesional dan akuntabel.

Tujuan pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a. mempertahankan atau meningkatkan kualitas sumber daya alam dan
lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas
Destinasi Pariwisata;

b. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan
perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat yang merata dan
berkeadilan melalui sistem pembangunan yang berkelanjutan,;

c. meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor pariwisata dengan
meningkatkan tata kelola dan pelayanan,;
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d. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemangku
kepentingan yakni {Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Daerah, Swasta dan Masyarakat} dalam rangka terciptanya sinergitas
pengelolaan kepariwisataan secara efektif dan berkesinambungan; dan

e. membentuk lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang
mampu mensinergiskan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan
Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif dan
efisien.

(7) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman
dan nyaman yang mampu mendorong jumlah kunjungan Wisatawan.

b. meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan domestik dan
mancanegara;

c. meningkatnya pengeluaran Wisatawan di Destinasi Pariwisata;

d. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataan sesuai kebutuhan di
Destinasi Pariwisata; dan

e. meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat lokal secara khusus
dan pendapatan asli Daerah secara umum.

BAB 111
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a meliputi:

Perwilayahan Pembangunan DPD;

pembangunan Daya Tarik Wisata;

pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;

pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;
pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan

pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

"o R0 o

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 4
Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
meliputi:
a. DPD ;dan
b. KSPD.

Pasal 5

DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditentukan dengan
kriteria:
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merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di
dalamnya terdapat, KPP yang diantaranya merupakan KSPD;

memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara
nasional dan internasional, serta membentuk jejaring Produk Wisata dalam
bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;

memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan
daya saing;

memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung
pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan

memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 6

KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditentukan dengan kriteria:

a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;

b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata
urigguian dean mernriliki citra yarg sudah dikeral secara tuas,

c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;

d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;

e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan
wilayah;

f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup;

g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan
pemanfaatan aset Budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan
kepurbakalaan;

h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;

i.  memiliki kekhususan dari wilayah;

j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar
Wisatawan puternsial nasionat; dan

k. memiliki potensi kecenderungan Produk Wisata masa depan.

Pasal 7

(1) Perwilayahan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas.

(2) Pembangunan DPD dilakukan dengan memperhatikan jumlah objek Wisata
dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap objek Wisata.

(3) Pembangunan DPD mengikuti RIPPARDA dengan didahului perencanaan
permarfaatan kawasan verupa musterptan Gan Detuil Eragireeeriryg Desigr.
Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPD dibagi menjadi:

a. KPP1 : Kawasan Perkotaan.

tema : Wisata Sejarah, Budaya, dan

Buatan Manusia.
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meliputi Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung,
Gunung Tabur dan Teluk Bayur.

KPP 2 Kawasan Pesisir dan Kawasan
Perbatasan Kabupaten.

tema Wisata Bahari, Minat Khusus,
Alam/Ekowisata dan Sejarah.

meliputi Kecamatan Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu
Putih dan Biduk-Biduk.

KPP3 Kawasan Pesisir Kepulauan dan
Kawasan Perbatasan Negara

tema Wisata Bahari, Minat Khusus,
Alam/Ekowisata dan Budaya.

meliputi Kecamatan Derawan dan Maratua,

KPP 4 Kawasan Sedang Berkembang.

tema : Wisata Minat khusus,
Alam/Ekowisata, Sejarah dan
Budaya.

meliputi Kecamatan Segah dan Kelay.

Pasal 9

Penetapan DPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata
Pasal 10
Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b meliputi;
a. Daya Tarik Wisata alam;
b. Daya Tarik Wisata budaya, sejarah; dan
c. Daya Tarik Wisata buatan.
Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan
budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen
atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya

saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian
dan keberlanjutan sumber dayanya
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Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 11
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:

a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi
angkutan jalan, sungei, danau, laut dan penyeberangan, angkutan laut
dan angkutan udara; dan

b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan,
sungai, danau, laut dan penyeberangan, angkutan laut dan angkutan
udara;

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisaia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan

pergerakan Wisatawan menuju dan di dalam Destinasi Pariwisata.

Pasal 12

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan
masyarakat.

Pembangunan aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,
dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 13
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata
merupakan pembangunan yang mendukung perintisan DPD dan KSPD,
peningkatan kualitas, daya saing dan pengendalian.
Strategi untuk pengembangain Trasarana Umum, Fasilitas Umum, dan
Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD dan KSPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana
Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung
perintisan Destinasi Pariwisata;

b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan
Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas
inisiatif swasta; dan

c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,
dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi
Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.

Strategi untuk peningkatan kualitasPrasarana Umum, Fasilitas Umum, dan

Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan

lualitas dan daya saing DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara
Pemerintah Daerah dan swasta;
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b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan;

<. mecndorong pcncrapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan
Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan
berkebutuhan khusus.

(4) Strategi untuk pengendalian pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas
Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah
melampaul ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung
lingkungan; dan
b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian insentif dalam pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,
dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keerream
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 14
Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan dilaksanakan melalui
pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan Kepariwisataan serta penyusunan regulasi dan pemberian insentif
untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha
Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah,

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 15
Pengembangan investasi di bidang Pariwisata dilakukan dengan pemberian
insentif, kemudahan dan promosi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 16
Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:
a. pengembangan pasar Wisatawan,;
b. pengembangan citra Pariwisata;
c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
d. pengembangan promosi Pariwisata.

Pasal 17
Pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a
dilaksanakan dalam bentuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal untuk
mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.
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Pasal 18
Pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan citra Pariwisata sebagai
Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 19
Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf c dilakukan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran
yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 20
Pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
d dilaksanakan dengan melakukan penguatan dan perluasan eksistensi promosi
Pariwisata di dalam dan diluar negeri.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 21
Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

a. penguatan struktur Industri Pariwisata;

peningkatan daya saing Produk Pariwisata;
pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
penciptaan kredibilitas bisnis; dan

pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

o po g

Pasal 22
Penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a dilakukan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarkhi, dan hubungan
antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing
Industri Pariwisata.

Pasal 23
Peningkatan daya saing Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf b, meliputi:
da. daya saing Daya Tarik Wisata;
b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
c. daya saing Aksesibilitas Pariwisata.

Pasal 24

Peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kualitas dan
keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 25
Peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf b dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas
fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional
dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.
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Pasal 26
Peningkatan daya saing Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf c dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan
kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan
Wisatawan ke Destinasi Pariwisata dengan menggunakan pola satu pintu.

Pasal 27
Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf c dilakukan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, lembaga swasta, dunia
usaha, dan masyarakat.

Pasal 28
Penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d
dilaksanakan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha
Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 29
Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembangan manajemen
Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan Pariwisata
berkelanjutan, kode etik Pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 30
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, meliputi:
a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pasal 31
Penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf a dilakukan dengan melaksanakan reformasi birokrasi kelembagaan dan
penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan
sebagai pilar strategis pembangunan di Daerah.

Pasal 32
Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b,
meliputi:
a. pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerirrtah Daerah; dan
b. pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 33
Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan
kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.
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Pasal 34
Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan
kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 35
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf ¢ untuk mendukung pembangunan Kepariwisataan, berorientasi
pada pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri
Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan dan SDM Pariwisata.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 36

(1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam
kurun waktu tahun 2016 - 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Indikasi program pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan
jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah
Daerah.

(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah
Dinas selaku instansi teknis didukung oleh instansi terkait di Daerah.

(4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan

masyarakat.
BAB Viii
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 37
(1) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
RIPPARDA.

(2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang terkait dengan
pembangunan Kepariwisataan Daerah yang telah ada, dinyatakan tetap
beriaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan
Peraturan Daerah ini.
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(2) Semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah
Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan
Kepariwisataan di luar Perwilayahan Pembangunan DPD dan KSPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
5 26 Janumkéi 2018

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Januari 2018

-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2031
( 3/3/2018 ).
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK FEMBANGUNAN

KEPAR[WISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025
Program Prioritas
Prioritas program pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau untuk lima tghun kedepan adalah peningkatan sarana
prasarana pada setiap objek untuk setiap destinasi pariwisata yaitu pembangunan dan pengembangan Wisata bahari, Wisata Alam,
Wisata Perkotaaan, Wisata Religi, Wisate Sejarah, Wisata Budaya dan Minat Khusus. Peningkatan pemasaran Destinasi Pariwisata

dan peningkatan kapasiotas Sumber dayg manusia pelaku wisata serta pembangunan kelembagaan.

Pembtangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Berau

Tabel 30. Arah Pembangunan 1: Perwilavahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten Berau

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Ir;i;l;:gr Program !;{me%zt;;n) (Sl:aa;:hl::ol}k;ael:s )
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Perencanaan 1.Menyusun rencana induk | 1.Adanya rencana induk dan | 1.Tersusunnya 1. Pengembangan . Pengembangan Objek Wisata | Bappeda, Dinas
pembangunan dan yencana detail rencana detail  Destinasi perencanaan Destinasi Unggulan Perumahan dan
Destinasi Pariwisata dan pembangunan Destinasi Pariwisata dan Kawasan kawasan Pariwisata . Pelaksanaan koordinasi | Tata Rueng, Dinas
Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata pariwisata pembarigunan objek pariwisata | Kebudaygan  dan
Pariwisata Kabupaten Strategis Pariwisata. Kabupaten Berau. 2.Adanya dengan lembaga/dunia ugaha Pariwisata
Bergu 2.Menyusun regulasi tata | 2.Diterbitkannya Perda tentang regulasi . Pemantauan dan evaluasi
bangunen dan tata Zona perwilayahan tentang pelaksanaan program
lingkungan pembanguna Pariwisata, tata penetapan pengembangan Destinasi
bangunan dan tata kawasan Pemasaran Pariwisata
lingkungan pembangunan . Pengembangan Daerah Tujuan
Pariwisata ke bupaten Berau Wisata
3.Adanya SK BUpati tentang
Penetapan Perwilayahan 2. Pengembangan 1. Pengemnbangan dan | Bappeda, Dinas
Pembangunan Pariwisata Kemitraan penguatan informasi dan data | Kebudaysan dan
Kabupaten Berau base Pariwisata dan
. Pengembangan dan | Lembaga terkait.
penguatan litbang,
kebudayaan dan pariwisata
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Pene¢tapan dan Penegekan Monitoring dan | 1.Ditetapkan standar dan |1.Mengintensif- 1. Pengembangan . Pelaksanaan koordinasi | Dinas  Pariwisata,
regulasi pembangunar; melakukan pengawasan pengawasan pembangunan kan komunikasj Destinasi pembangunan objek | Dinas Perumahan
Destinasi Pariwisata dan oleh pemerintah terhadap Destinasi Rariwisata dan antar sektor Pariwisata pariwisata dengan | dan Tata Ruang,
Kawasan Strategis penerapan rencana detail Kawasan Strategis |2.Monitoring lembaga/dunia usaha Dinas Kehutanan,
Pariwisata Kabupaten Destinasi Pariwisata dan Pariwisata Kabupaten performance . Pemantauan dan evaluasi | Dinas Perikanan
Bergu Kawasan Strategis Berau unit kerja pelaksanaan program | dan Kelaytan
Pariwisata 2.Terbentuk T;m pengawasan kordinasi lintas pengembangan Destinasi
dan evaluasi pembangunan sector Pemasaran Pariwisata
DP dan KSP kab. Berau . Pengembangan Liaerah
3.Adanya kebijakan bersama Tujuan Wisata
yang melipatkan dinas . Pengembangan, Sosialisasi,
kebudayaan dan pariwisata dan penerapan serta
dengan dinag; terkait lainnya pengawasan standarisasi.
4.Adanya lapcran monitoring . Pembuatan Rencana Tapak
performance  unit kerja (Site Pian) Kawasan Wisata
koordinasi lintas sector
2. Pengembangan Pengembangan dan | Dinas Pariwisata,
Kemitraan penguatan informasi dan data | Dinas Perumahan
base dan Tata Ruang,
Pengemnbangan dan | Dinas Kehutanan,
penguatan litbang, | Dinas Perikanan
kebudayaan dian pariwisata dan Kelautan,
Perguruan  Tinggi
dan LSM
Pengendalian implementasi | Meningkatkan koordinasi | 1. Berdirinya peberapa wusaha 1P —— 1. Pengembangan Pelaksanaan koordinasi | Dinas Kebudayaan
pembangunan Destinasi antara pemerintah, bidang pariwisata yang baru Inchelca Destinasi pembangunan objek | dan Pariwisata,
Pariwisata dan Kawasan pemerintaly daerah, pelaku | 2. Adanya pertemuan regular Carsinann Pariwisata pariwisata dengan | Dinas Perindagkop,
Strafegis Pariwisata usaha dan masyarakat antara pemerintah, M aF:J aleat lembaga/dunia usaha Disnaker, BPPT
Kabupaten Berau sebagai wujud good pemerintah daerah, pelaku dal yar bid Pemantauan dan evaluasi
governanca usaha dan masyarakat 'wiaataang pelaksanaan program
. Laporan  regular tentang | , ?P:rr:b' pengembangan Destinasi
kondisi Indek Kepuasan ind tnm'akacml il Pemasaran Pariwisata
Masyarakat dari kinerja — tui . . Pengemnbangan Caerah
bidang pariwjsata. umnc:un'an Tujuan Wisata
. Meningkatnyp nilai investasi aektorj g Pengembangan,  Sosialisasi,
bidang pariwisa pariwisata dan penerapan serta

2. Pengembangan
Kemitraan

. Pengemnbangan

pengawasan standarisasj.

dan
penguatan informasi dan data
base

. Pelaksanaan koordinasi
pembeangunan kemitraan
pariwizata.

. Monitcring , evaluasi dan

pelaporan.

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata,
Dinas Perindagkop,
Disnaker, BPPT
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Table. 31. Arah Pembangunan 2 : Pembangunan Daya Tarik Wisata Kabupaten Berau

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Program {;{cﬁoe%it;;n ) {SPS'; a}ilzikrs}
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Identifikasi potensi | 1.Mengidentifikasi 1. Ditetapkannya objek | 1. 1.Mengembag Pengembangan | 1.Pengembangan Objek Wisata | Dinas Kebudayaan dan
atraksi wisata dan potensi sumber wisata dan Destinasi kan  jumlah Destingsi Unggulan Pariwisata, Bappeda,
periptisan daya yang ada dan Pariwisata Kabupaten objek wisata Pariwisata 2.Peningkatan. pembangunan Sarana | Perguruan Tinggi, PHRI,
pengembangan daya merencanakan Berau. baru dan Prasarana ) ASITA dan LSM
tarik  wisata dalem pengembargan 2. Diversifikasi objek | 2. Membuat 3.Pelaksanaan koordinasi
rangka mendoropg produk dan araksi wisata dan daya tarik master  plan pembangunan objek  pariwisata
pertumbuhan destinasi wisata. wisata pada setiap fisik dan non dengan lembaga/dunia usaha
Pariwisata  Kabupatzn | 2. Membangun dan Dsetinasi Pariwisata fisik objek 4.Pengembangan Daerah  Tujuan
Berau mengembapgkan kabupaten Berau wisata baru Wisata
daya tarik wisata | 3.Adanya pengelolaan | 3. Membangun
yang ada dalam Objek dan daya tarik sarana dan 1. Pengembangan dan penguatan | Dinas Kebudaysan dan
rangka wisata yang prasarang Pengembangan litbang, kebudayaan dan pariwisata | Pariwisata, Bappeda,
pembangunan berwawasan pariwisata Kemitraan 2. Fasilitasi pembentukan forum | Perguruan Tinggi, PHRI,
destinasi pariwisata lingkungan . 4. Mendoror;g komunikasi antar pelaku industry | ASITA dan LSM
baru. 4.Bertambahnya jumlah pembangunan par;wisata dan budaya.
3.Memperkuat upaya objek wisata baru yang usaha 3. Peningkatan Peran serta
pengelolaan potensi bisa dikunjungi. pariwisata magyarakat dalam pengembangan
kepariwisajaan dan | S5.Terbitnya master plan kemitraan pariwisata.
lingkungan dalam fisik dan non fisik bagi
mendukun objek wisata Baru 1. Pelestarian dan akuntabilitas adat
pembangunan 6.Terbangunnya sarana budaya daerah
destinasi pariwiata dan prasarana bagi
yang baru. objek wisata baru
7.Adanya pengusaha Pengelolaan 1 Fasilitasi partisipas; masyarakat | Dinas Kebudaysan dan
baru bidang pariwisata Kekayaan dalam pengelolaar kekayaan | Pariwisata, Badan Arkeologi,
Budays budaya Lembaga Adat (masyarakat)
Program Dinas Kebudayazan dan
Pengelolaan Pariwisata, Badan Arkeologi,
R Keragaman Lembaga Adat (masyarakat)
Budays
2 Pembangunan Daya | 1.Mengemba;gkan 1 Incvasi produk pada | 1.Jumlah Pengembangan |1 Pengembangan  Objek  Wisata | Dinas Kebudaygan dan
Tarig Wisata untuk inovasi manajemen setjap objek wisata di fasilitasi Destingsi Unggulan Pariwisata, PU, LCiskominfo,
3 meningkatkan kualitas produk dan Kapupaten Berau pengembangan Pariwisata 2 Peningkatan pembangunan Sarana | Bappeda, PHRI, ASITA
dan daya saing produk kapasitas claya tarik | 2 Terwujudnya daya tarik dan Prasarana )
dalam menarik mirat wisata untuk peningkatan Kualites wisata alarp, 3 Pelaksanaan koordinasi
pasar mendorong  suatu prgduk dalam rangka bahari, dan pembangunan objex pariwisata
destinasi pariwiata peningkatan daya budaya (deya dengan lembaga/dunia usaha
baru. tarjk wisata yang tarik wisata) 4 Pengembangan Daecrah Tujuan
2.Memperkuat upaya memperhatikan Wisata
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konservasi potensi kegrifan lokal dan
kepariwisataan dan konservasi. 2 Pengembangan | 1. Pengembangan SDM di bidang | Dinas Kebudaysan dan
lingkungan dalam Kemitraan kebudayaan dan Pariwisata | Pariwisata, PU, LCiskominfo,
mendukung bekerjasama  dengan lembaga | Bappeda, Disnaker,
intensifikasi  daya lainnya. Perguruan Tinggi, PHRI,
tarik wisata. 2. Fasijlitasi pembentukan forum | ASITA, LSU, LSP
komunikasi antar pelaku industry
par;wisata dan budaya.
2.Jumlah 1. Pengembangan | 1. Pelgtihan Pemandu wisata terpadu. | Dinas  Kebudaygan dan
fasilitasi/ Pemasgran Rariwisata, - Disnaker,
pendukungzan Pariwisata Ferguruan Tinggi, LSU, LSP
amenitas/
fasilitas
pariwisata 2. Prograrmn 1. Fasijlitasi partisipas; masyarakat | Dinas Kebudayszan dan
Pengelclaan dalgm pengelolaan kekayaan | Pariwisata, PHRI, ASITA,
Kekayaan budaya
Budaya 2. Pengembangan kebudayaan dan
par;wisata
Pemantapan Daya Tarik | 1. Meningkatkan 1. Tersedianya produk | l1.Perintisan dan | 1.Pengembangan 1. Pengembangan Objek Wisata | Dinas  Kebudaysan dan
Wisata untuk kualitas produk wisata baru dan atragsi pengembangan Destinasi Unggulan Pariwisata, PU, BPPT,
meningkatkan daya wisata yang ada dan wisata baru dalam daya tarik Pariwisata 2. Peningkatan pembangunan Sarana | Diskominfo, Disnaker,
saing produk dalem mengembagkan rarigka peningkatan wisata  alam, dan Prasarana Perguruan Tinggi, PHRI,
menarik kunjungan diversifikasi produk dava jual. budaya dan 3. Pengembangan Dacrah  Tujuan | ASITA, LSU, LSP !
ularg wisatawan dan dan keragaman nilai | 2. Adanya peningkatan khusus  bagi Wisata
segraen pasar yang daya tarik wisata terhadap pengelolean segmen wisata 4. Pengembangan, Sosialisasi, dan
lebih luas dalam berbagai dan pemanfaatan deya massal (mass penerapan serta pengawasan
tema. tarik pada  setap market) standarisasi.
2. Meningkatkan desgtinasi dengan maupun bagi
pengelolaan mengutamakan ‘ segmen ceruk | 2.Pengembangan 1.Pengembangan dan  penguatan | Dinas  Kebudaysan dan
lingkungan dalam keberlanjutan. pasar (niche Kemitraan informasi dan data base Rariwisata, Disnaker,
rangka estaria | 3. Terbentukrya market) 2. Pengembangan SDM di bidang | Berguruan Tinggi, PHRI,
untuk kesamaan persepsi, | 2.Meningkatnya kebudayaan dan Pariwisata | ASITA, LSU, LSP
keberlanjutan dan sikap dan  respon kesadaran bekerjasama dengen lembaga
memperkuat upaya aniara masyarakat d masyarakat lainnya.
penataan ruang wisatawan dalam untuk 3. Pengembangan sumber daya
wilayah dan melestarikan melestarikan manusia dan profesiorialisme bidang
konservasi potensi Ingkungan, dalam budaya . parivisata.
kepariwisataan rarigka keberlanjutan
dalam mendukung setjap objek wisata 3.Pengembangan 1. Analisa pasar untuk promosi dan | Dinas Kebudaysan dan
diversifikasi  daya pada setiap Destinasi Pemasaran pemasaran objek pariwisata. Pariwisata, Disnaker LSU,
tarik wisata. Pariwisata Kabupaten Pariwisata 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi | LSP
Berau informasi dalam pemasaran

par;wisata.
Pelgtihan Pemandu w;sata terpadu.




o T8 =

4.Pengembangan 1. Pelestarian dan akuntabilitas adat | Dinas  Kebudaygan dan
nilai Budaya budaya daerah Pariwisata, Badan Arkeologi
2. Pemberian dukungan, penghargaan | Lembaga Adat
kerjasama dibidang budaya
5.Program 1. Fasijlitasi partisipas; masyarakat | Dinas Kebudaygan dan
Pengelolaan dalgm pengelolaar; kekayaan | Pariwisata, Badan Arkeologi
Kekayaan budaya Lembaga Adat
Budaya 2. Pengelolaan dan pengambangan
pelestarian peningkstan sejahtera
purbakala, musgum dan
peninggalan bawah air
6.Pengeolgan 1. Pepgembangan kesenian dan | Dinas  Kebudaygan  dan
Keragaman kebudayaan daerah Bariwisata, Badan Arkeologi
Budaya 2. Fasilitasi rkembangan | Lembaga Adat
keragaman budaya
3. Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
7.Program 1. Fasilitasi pembentukan kemitraan | Dinas Kebudaysan  dan
Pengembangan usaha profesi antar daerah Pariwisata, Badan Arkeologi
Kerjasarpa 2. Membangun kemitraan | lLembaga Adat
Pengelolaan pepgelolaan  kebudayaan antar
Kekayaan dagrah
Budaya
Revitalisasi Daya Tarik | 1.Melakukan inovasi | 1 Terjaganya 1.Penguatan 1. Pengembangan | 1. Pengembangan Objek Wisata | Dinas  Kebudaysan dan
Wisata dalam upaya dan kreatifitas serta keberlanjutan  setiap interpretasi Destingsi Ung Pariwisata, PU, BPPT,
peningkatan  kualitgs, revitalisasi strktur, dava tarik wisata pada dan inpvasi Pariwisata 2. Peningkatan pembangunan Sarana | Diskominfo, Bappeda
keberlanjutan dan daya elemen dan setjap destinasi produk dalam dan Prasarana
saing produk dalem aktivitas yang pariwisata upaya 3. Pengembangan jenis dan Paket
menciptakan Destinasi menjadi penggerak | 2 Terjaganya objek meningkatkan Wisata Ungulan
Pariwisata Kabupatzn kegiatan wisata yang ada kualitas daya 4. Pengembangan Dac¢rah Tujuan
Bergu kepariwisataan dengan menerapkan tarik, Wisata
pada daya tarik standar operasional keunggulan 5. Pengembangan, Sosialisasi, dan
wisata. prgsedur. kompetitif dan penerapan serta pengawasan
2.Mengatur 3.Tertatanya kawasan komparatif standarisasi.
pemanfaatan  dan objek wisata dengan | 2.Meningkatnya
penataan ruang baik dan kontribusi 2. Pengembangan | 1. Pengembangan dar; penguatan | Dinas Kebudaygan  dan
wilayah dan dilaksanakannya sector Kemitraan informasi dan data base Pariwisata, BPPT, Disnaker.
kawasan sekitar pengelolaan wisatawan pariwisata 2. Pengembangan SDM di bidang
untuk peningkatan masuk melalui sgtu dalam kebudayaan dan Pariwisata
kualitas daya tarik pintu. perekonorr.ian bekerjasama  dengan lembaga
wisata dan daerah lainnya.
melakukan 3. Pengembangan sumber daya
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koservasi potensi

kepariwisataan

lingkungan.

. Pengembangan

Pemasgran
Pariwisata

. Pengelclaan

Kekayaan
Budayg

. Programn

Pengelglaan
Keragaman
Budaysz

. Program

Pengembangan
Kerjasama
Pengelglaan
Kekayaan
Budays

manusia dan grofesionalisme
bidang pariwisata.

. Monitoring 5 evaluasi dan

pelgporan.

Analisa pasar untuk promosi dan
pemasaran objek pariwisata..
Pele¢ksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar
neggri.

Pelgtihan Pemandu wisata terpadu.

. Fasjlitasi partisipasi masyarakat

dalgm pengelolaan kekayaan
budaya

. Pengelolaan dan pengambangan

pelestarian peningkstan sejahtera
purpakala, musgum dan
peninggalan bawah air

. Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

. Fasijlitasi perkernbang:‘an keragaman

budaya daerah

. Fasjlitasi pengembangan kemitraan

dengan LSM dan perusahaan
swasta

Dinas  Kebudaygan dan
Pariwisata, Disnaker,
Herguruan Tinggi, PHRI,
ASITA, LSU, LSP

Dinas  Kebudaygan dan
Bariwisata, Badan Arkeologi,
Berguruan Tinggi

Dinas  Kebudaygan dan
Pariwisata, Badan Arkeologi,
Perguruan Tinggi

Dinas Kebudaygan  dan
Pariwisata, dan LSM




Table 32. Arah Pembangunan 3 : Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Program {,:{cet%;t;[panj (sPara‘ :;}l:: ral
1 ' 2 3 4 5 6 7 8
1 Pengembangan dan | 1.Meningkatkan ketersediaan | 1. Tersedianya berbagai moda | 1.Peningkatan 1. Pengembangan 1. Pengembangan Objek | Dinas Kebudiayaan dan
peningkatan moda tranaportasi sesuai transportasi yang aman dan kapasitas dan Destinasi Wisata Unggulan Pariwisata, BAPPEDA,
kemudahan akses dan kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan kualitas sarana Pariwisata 2. Peningkatan pembangunan | PU, Dinas Perumahan
pergerakan wisatawan perkembangan pasar baik menuju dan dj objek wisata dan prasarana Sarana dan Prasarana dan Tata Ruang.
menuju destinasi dap menuju desjinasi pariwisata | 2. Terkoneksinys antar dasar untuk 3. Pengembangan Daerah
pergerakan wisatawap dan di kawasan destinasi destinasi pariwisata peningkatan Tujuan Wisata
di xawasan destinagi pariwisata. . Tersedianya sarana dan kualitas
berypa jalan dan | 2.Meningkatkan konektivitas fasilitas wisata pada setiap kepariwisataan 2. Pengembangan 1. Peningkatan Peran serta | Dimas Kebudayaan dan
ketersediaan moda atau keterpubungan dari destinasi 2. Mengintensifkan Kemitraan masyarakat dalem | Pariwisata, Disnaker
transportasi suatu destinasi pariwisata | 4. Tersedianya pusat komunikasi pengembangan  kemitraan
dengan destinasi pariwisata informasi pariwisata antar sektor pariwisata.
lainnya serta kemudahan tentang pariwisata pada | 3. Monitoring 2. Monitoring , ewvaluasi dan
mendapatksn akses dari setiap destinasi pariwisata performance pelaporan. '
pintu masuk wisata, Kabuaten Berau unit kerja
3.Penyiapan fasilitas | 5. Meningkatnya tingkat kordinasi lintas
persinggahan di sepanjang keterjangkuar, parasarana sector 3. Pengembangan 1. Pemantauan dan evaluesi | Dinas Kebudayaan dan
koridor pergerakan wisata simpul pergerakan moda | 4. Pengembangan Pemasaran pelaksaraan program | Pariwisata, BAPPEDA,
di destinasi pariwisata. transportasi 5. Prasarana moda Pariwisata pengembangan pemasaran | Disnaker
4.Membangur, system angkutan iwisata.
informasi management yang 6. Pengembangan 2. Pelatihan Pemandu wisata
baik untuk mempermudah system terpadu.
dalam pemilihan moda keamanan moda
transportasi bagi wisatawan transportasi
dalam menetapkan 7.Kemudahan 4. Pengelolaan 1. Pengembangan kebudayaan | Dimas Kebudayaan dan
perencanaan perjalanan melakukan Kekayaan dan paripisata Pariwisata, Badan
wiata dan meningkatkan reservasi moda Budaya Arkeologi
pelayanan reservasi setiap transportasi

moda transportasi .

5.Mengembangkan

keragaman jenis moda
transportasi menuju
destinasi can pergerakan
wisatawan di  destinasi
pariwisata sesuai
kebutuhan dan

perkembangan pasar.




Peningkatan muti
sarena - prasarana
menuju destinagi
pariwisata dan i
kawasan destinasgi
shingga memberikap
kenvamanan dap

keamanan pergerakan
wisg tawan.

1.Meningkatkan dan
memberikar, jaminan
kenyamanan moda
transportasi menuju
destinasi can pergerakan

wisatawan di kawasan
destinasi pariwisata.

2.Keterpaduan jaringan
infrastruktur  tramsportasi
atas destinasi pariwisata
dengan pintu masuk
kawasan = wisata  yang
mendukung kemudahan
transfer intermoda
transportasi.

3.Menjamin keamanan dan

keselamatar, moda
transportasi bagi wisatawan
dalam perjalanan menuju
destinasi can pergerakan
wisatawan di kawasan

. Terlayaninya

. Terpenuhinya

wisatawan
dengan moda transportasi
yang aman dan memadai
di kawasan destinasi
Pariwisata.

. Terkoneksinyg antar objek

wisata pada setiap dan
antar destinasi pariwisata
dengan moda transpertasi
yang beragam.

sarana
pengaman  pada  setiap
armada transportasi.

destinasi pariwisata.

1. Terciptanya
ketertiban
pergerakan
moda
transportasi.

2.Terciptanya
tingkat
keterjangkauan
prasarana
simpul
pergerakan
moda
transportasi

1. Pengembangan
Destinasi
Pariwisata

2. Pengembangan
Kemitraan

3. Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata

1. Pengembangan Objek Wisata
Unggular,

2. Peningkatan pembangunan
Sarana dan Prasarana

3. Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata

1. Pengembangan dan
penguatan informasi dan
data base

2. Monitoriryg , evaluasi dan
pelaporan.

1. Pelatihan Pemandu wisata
terpadu.

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, BAPPEDA,
PU, Dinas Perumahan
dan Tata Ruang.

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, EPPT

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Disnaker

Table 33. Arah Pembangunan 4 : Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Program {t:::teg:t;lnan) (SP! arl = ;&3:8,
1 2 3 4 5 6 7 B
1 Penyediaan Prasarane, | 1. Memberikan insentif atau | 1.Tersedianya fasilitas umum | 1.Terimplementasi | 1. Pengembangan . Pengembar;gan Objek Wisate | Dinas Kebudayaan dan
Umum, Fasilitas kemudahan- dan fasilitas pariwisata pada r,ya pemberian Destinasi Unggulan Pariwisata, BAPPEDA,
Umum, Dan Fasilitas kemudahanuntuk Destinasi Pariwisata insentif Pariwisata . Peningkatan pembangunan | PU,PHRI, ASITA
Pariwisata pada setiaf, pengembangan prasarana Kabupaten Berau. 2. Peningkatan Sarana dar, Prasarana
destinasi pariwisata. umum, fasjlitas umum, | Z.Terbangunnya fasilitas peran . Pengembarjgan jenis dan
dan fasilitess pariwisata Pariwisata kabupaten Berau pemerintah Paket Wisata Ungulan
dalam mendukung atas inisiatif swasta. kabupaten . Pengembar,gan Daerah
penetapan dan | 3. Pemberian insentif yntuk Tujuan Wisata
pengembangan setiap Pengembangan pada setiap raemfasilitasi . Pengembarjgan, Sosialisasi,
destinasi pariwisata. destinasi Pariwisata. pengembangan dan penerapan serta
. Meningkatkan fasilitasi prasaran pengawasan standarisasi.
pemerintah untuk Lmum.
pengembangan Prasarana 2. Pengembangan . Peningkatan Peran serta | Dinas Kebudayaan dan
Umm, Fasilitas Umum,dan Kemitraan masyaraka( dalam | Pariwisata, BAPPEDA,
Fasilitas Pariwisata atas pengembar;gan kemitraan | PU,PHRI, ASIT4
inisiatif swasta. pariwisata.

3. Memfasilitasi,

dan




meningkatkan koordinasi ‘3. Pengembangar; | 1. Analisa pagar untuk promosi | Dinas Kebudayaan dan
dalam pembangunan Pemasaran dan pemasaran objek | Pariwisata, BAPPEDA,
Prasarana Umum,Fasilitas Pariwisata pariwisata. PU,PHRI, ASIT#, LSP, LSU
Umum, dan  Fasilitas 2. Pelatihan Pemandu wisata
Pariwisata untuk terpadu.
mendukung kesiapan Dinas Kebudayaan dan
setiap Destir,asi Pariwisata 4. Pengelolaan 1. Pengembarngan kebudayaan | Pariwisata, Perguruan
dan meningkatkan daya Kekayaan dan pariwisata Tinggi
saing. Budaya 2. Pengembar,gan nmilai dan
geografi sejarah
Peningkatan Kualitas | 1.Meningkatkan pola | I.Terwujudnya sinergi antara | l.Adanya sistem 1. Pengembangan |1. Pengembangan Objek Wisata Dinas Kebudayaan dan
Prasarana Umum, kemitraan antara pemerintah, swasta dan insentif Destinasi Unggulan Pariwisata, BPPT,
Fasilitas Umum,dar, Pemerintah, swasta dan masyarakat. pengembangan Pariwisata 2. Peningkatany pembangunan BAPPEDA, PU,PHRI,
Fasilitas  Pariwisate masyarakat dalam | %.Terwujudnya pola sarana dan Sarana dan Prasarana ASITA, Pergurpan Tinggi
yang mendukung peningkatan kualitas kemandirian dalam fasilitas umum 3. Pelaksanaan koordinasi
pertumbuhan ' prasarana umum, fasilitas pengelolaan fasilitas umum can pariwisata pembangunan objek
pariwisata dan daye umum dan fasilitas oleh swasta dan | 2.Meningkatnya pariwisata dengan
saing destinas; pariwista. masyarakat. caya saing DP lembaga/dynia usaha
pariwisata. 2. Mendukung pola | 5.Tersedianya prasaran dan sekit arnya. 4, Pemantauan dan evaluasi
kemandirian bagi swasta wisata bagi yang | 3.Adanya pelaksa-naan program
dan nmasyarakat dalam berkebutuhan khusus. pedoman dan pengemba-ngan Destinasi
peningkatan pengelolaan SOP skema Pemasaran Pariwisata
prasarana umum,faslitas kemitraa 5. Pengembar;gan Daerah
umum, dan fasilitas 4.Diterapkannya Tujuan Wisata
pariwisata di destinasi skema 6. Pengembarjgan, Sosialisasi,
pariwisata. kemitraan dan penerapan serta
3. Menyediakan prasarana vntuk rute pengawasapn standarisasi.
umum, fasili;as umum dan vdara, darat
fasilitas pariwisata yang dan laut.

memenuhi kebutuhan
wisatan berkebutuhan
khusus.

2. Pengembangan
Kemitraan

. Pengembar;gan dan
penguatan  informasi dan
data base

. Pengembar;gan SDM di
bidang kebudayaan dan
Pariwisata bekerjasame
dengan lembaga lainnya.

. Fasilitasi pembentukan
forum komunikasi antar

pelaku industry pariwisata
dan budaya.

. Pelaksanaan koordinasi
pembangunan kemitraan
pariwisata.

. Peningkatan Peran serte

masyarakat dalam

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, BAPPEDA,
PU,PHRI, ASITA, Lembaga
Adat, Badan Arkeologi, LSP,
LSU Perguruan Tinggi




3. Pengelolaan

Kekayaan
Budaya

. Pengembargan

pengembar;gan  kemitraan

pariwisata.

. Pengembar,gan kebudayaan

dan pariwigata
nilai dan
geografi sejarah

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Perguruan
Tinggi

Melakukan evaluas;
dan monitoring dalam,
rangka pengendaliar,
Pragarana Umum,
Pemr,bangunan

Fasilitas Umum, dar,
Fasilitas  Pariwisate,
bagi setiap destinas;
pariwisata untuk
mer,jaga daya dukung
dan daya saing. i

1. Menyusun regulasi
perijinan untuk menjaga

daya dukung lingkungan

dan operagional setiap
usaha di destinasi
pariwisata.

2. Menjalankan  penegakan
peraturan perundang-
undangan pada setiap
destinasi parjwisata.

1.Tersusun dan {erlaksanya
Standard operasional
Prosedure (SOP)
pengelolaan setiap objek
wisata.

%.Adanya regulasi penetapan
destinasi dan pengaturan

arus wisatava dari
destinasi ke destinasi.

G.Tersedianya jenis skema
Kemitraan Jalannya
program kemitraan untuk
Fasilitas Pariwisata
Angkutan Udara 1
Angkutan Darat dan
Angkutan laut .

1. Adanya
standar
operasional
prosedur setiap
sarana -
prasaran
wisata.

2. Terlaksananya
pengawasan
terhadap
sarana -
prasarana yang
ada

1. Pengembangan
Destinasi
Pariwisata

2. Pengembangan
Kemitraan

. Monitoring,

. Pengembar;gan Objek Wisata

Unggulan

. Peningkatan pembangunan

Sarana dar, Prasarana

. Pengembarjgan jenis dan
Paket Wisata Ungulan

. Pelaksanaan koordinasi
pembangunan objek
pariwisata dengan
lembaga/dania usaha

. Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembar;gan Destinasi
Pemasaran Pariwisata

. Pengembargan Daerah
Tujuan Wisata

. Pengembargan, Sosialisasi,

dan penerapan serta
pengawasan standarisasi.

. Pengembargan dan
penguatan informasi dan
data base

. Pengembar,gan SDM di
bidang kebudayaan dan
Pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya.

. Pengembargan sumber days

manusia dan profesionalisme

bidang panwisata.
. Peningkatan Peran serta
masyarakat dalam

pengembargan  Kemitraan
pariwisata.

evaluasi dan

pelaporan.

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, BAPPEDA, PU

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, PHRI, ASITA




Table 34. Arah Pembangunan 5: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

-394 .

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Program ( K! egl;t;; n) (Spml Iz:hl iak )
1 2 3 4 5 6 & 8
1 Peningkatan 1.Melakukan 1.Terwujudnya kesamasn | 1. Meningkatkan 1. Pengembangan . Pengembangan Objek Wisata | Dinas Kebudayaan dan
kapasitas dir; pemetaan data pesrsepsi, sikap den kekuatan Destinesi Unggulan Pariwisata, BAPPEDA, BPFT
masyarakat lokal potensi dan respon terhadap fungsi kelembagaan Pariwisata . Pengembangan Dagrah  Tujuan
untuk merubah pols kebutuhan dan manfaat Destinasi masyaraket Wisata
pikir dengan penguatan Pariwisata Kabupaten dan . Pengembangan, Sogialisasi, dan
mer ingkatkan kapasitas Berau. pemerintah pengrapan serta pengawasan
pem,ahaman akan masyarakat lokal | 2.Kapasitas Sumber daya tingkat lokal standarisasi.
persepsi, sikap dan dalam manusia pada setiep | 2. Meningkatkan Pinas Kebudayaar, dan
respon terhadar; pengembangan destinasi wisara kemampuan 2. Pengembangan . Pengembangan SO'M di bidang iwisata, Disnaker,
pemr,bangunan Kepariwisataan. meningkat. sumberdaya Kemitraan kebudayaam dan Pariwisata | BAPPEDA, PHRI, ASITA, LSU,
Deslinasi Pariwisata. 2.Melakukan 3.Peran serta masyarakat lokal beksrjasama dengan lembaga | LSP
pemberdayasn dalam pengembangen | 3. Permintaan lainnya.
potensi dan pariwisata meningkat. terhadap . Fasilitasi pembentukan  forum
kapasitas 4.Terbentuknya badan produk komunikasi antar pelaku industry
masyarakat  lokal pengejola pada setiep industri  kecil pariwisata dan budaya.
dalam objek dan  destinasi dan menengah . Peleksanaan koordinasi
pengembangan pariwisata. meningkat pembangunan kemitraan pariwisata.
Kepariwisataan. 5.Teridentifikasinya 4. Meningkatnya . Pengembangan sumber daya
3.Memperkuat seluruh  potensi den kesadaran manusia dan profesionalisme bidang
kelembagaan kebutuhan penguatan tentang parwisata.
masyarakan dan kapasitas masyarakat standar wisata . Penjngkatan Peran serta masyarakat
Pemerintah di lokal dalym pengembangan kemitraan
tingkat loka| guna pariwisata
mendorong . Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
kapasitas dan
peran serta. . Pengembangan statistic
kepaiwisataan
. Pelgtihan Pemandu w;sata terpadu.
3. Pengembangan . Pelestarian dan akuntabilitas adat | Dinas Kebudayaar, dan
Pemasgran budaya daerah Pariwisata, Disnaker, LSU; LSP
Pariwisata . Penyusunan  kebijekan tentang
budaya lokal daerah
. Pemantauan dan evluasi
peleksanaan program
pengembangan nilai tudaya

. Pemberian dukungan, penghargaan

kerjasama dibidang budaya




4. Program

Pengembangan
Nilai Budaya

5. Pengelglaan
Kekayaan
Budayyg,

6. Program
Pengelglaan
Keragaman
Budaysg,

7. Program
Pengembangan
Kerjasema
Pengelglaan
Kekayaan
Budaysg

»

o o pw

. Fasilitasi

partisipasi masyarakat
dalgm pengelolaan kekayaan budaya

. Pelestarian fisik den kandungan

bahan pustaka terrnasuk naskah
kuno

Penyusunan kebijakan pengelolaan
kekayaan budaya lokgl daerah
Sosjalisasi pengelolyan kekayaan
budaya lokal daerah

Pengelolaan dan pengambangan
pelestarian peningkgtan sejahtera
purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Pengembangan database
informasisejarah purbakala

Pengembangan
kebudayaan daerah

Penyusunan system informasi
database bidang kebudayaan
Penyelenggaraan dialpog kebudayaan
Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya daerah

Fasjlitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah '

Seminar dalam rangka revitalisasi
dan reaktulisasi budaya local
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
peleksanaan pengembangan
keanekaragaman budaya

system

kesenian dan

. Fasilitasi pengembangan kemitraan

dengan LSM dan perusahaan swasta
Fasilitasi pembentukan kemitraan
usaha profesi antar daerah

Pinas Kebudayaar, dan
Pariwisata, Perguruan Tinggi,
Lembaga Adat

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Perguruan Tinggi,
{embaga Adat dan LSM

Pinas Kebudayaan dan

Pariwisata, Pergyruan Tinggi,
[embaga Adat

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Pergyruan Tinggi,
Lembaga Adat dan LSM
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Pemr berdayaan
masyarakat lokal
melalui
pengembangan usahs
produktif di bidang
pariwisata.

1.Meningkatka:

pengembangan
potensi sumber
daya lokal sebagai
daya tarik wisata
berbasis kejokalan
dalam kerangka
pemberdayaan
masyarakat melalui
pariwisata.

2.Mengembangkan

potensi sumber
daya lokal melalui
desa wisata.

3.Meningkatka

kualitas produk
industri kecil dan
menengah 3ebagai
komponen

pendukung wisata
di Destinasi
Pariwisata

4.Meningkatkan

kemampuan
berusaha pelaku
usaha  pariwisata
skala usaha mikro,
kecil dan mepengah
di

yang
kembangkan
masyarakat lokal.

1. Bertambahnya usaha
masygkat lokal dibidang
pariwisata (Akomodasi,
Transpormsi, souvenir,
rumah makan dan jase
lainnya).

2. Terbentuknya dese,
wisate dengan produk
unggylannya {One:
village: one preduct).

3. Peningkatan Kemasan
produk industr;
pendikung wisata.

4. Terakomodirnya
kreativitas masyarakt
lokal dalam  usaha
pariwisata.

5. Peningkatan
pemberdayaan
kekuatan masyarakat
dan pemerintah tingkat
lokal

6. Bertainbahnya bual,
tangan produksi lokal,
baik dari kuantitas

maupun
diversifikasinya.

7.Semakin meningkatnye,
permintaan  produks;
lokal

8. Semakin besarnye,
modal dan total asset
pelaku usahe,

pariwisata lokal.

. Dioptimalkan

ya potensi dan
kapasitas
masyaraKet
lokal

. Merancang

desa menjadi
desa wisata

. Merubah bekas

tambang
menjadi tempat
wisata

. Meningkatkan

kemampugn
berusaha

. Meningkatnya

peran serta
masyaraket

. Pengemjbangan

Destinesi
Pariwisata

. Pengembangan

Kemitraan

. Pengembangan

Pemasgran
Pariwisata

. Pengelglaan

Kekayaan
Budaye,

6
7.
8
]

10.Pengawasan,

. Pengembangan

s Pengembatgan

. Fasilitasi

. Perckaman dan

. Perumusan

Dazrah  Tujuan
Wisata

Pengembangan  SDIM di
kebudayaan dan
bekerjasama dengan lembaga
lainnya.

Fasjlitasi  pembentukan  forum
komunikasi antar pelaku industry
pariwisata dan budaya.

suymber daya
manusia dan profesionalisme bidang
pariwisata.

Penjngkatan Peran serta masyarakat
dalym pengembangan kemitraan
pariwisata.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

bidang
Pariwisata

Pejatihan Pemandu visata terpadu.

partisipasi masyarakat
dalgm pengelolaan keayaan budaya
Pelestarian fisik den kandungan
bahan pustaka terrpasuk naskah
kuno

Penyusunan kebijaken pengelolaan
kekayaan budaya loksl daerah
Sosjalisasi pengelolgan kekayaan
budaya lokal daerah

. Pengelolaan dan pengambangan

pelestarian peningkgtan sejahtera
purpakala, museum dan
penjnggalan bawah aiy

. Pengembangan kebpdayaam dan

pariwisata
Pengembangan nilai dan geografi
sejara

digitalisasi
bahanpustaka
kebijakan

monitcring, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan program
pengelolaan kekayaan budaya

sejarah
purpakala

11.Pendukungan pengelolaan museum

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Perguruan Tinggi

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisata, BPPT dan
Perguruan Tinggi

Pinas Kebudayaan dan

Pariwisata, Pergyruan Tinggi,
LSP, LSU

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Kecamatan,
Perguruan  Tinggi, Badan

Arkeologi, Lembaga Adat
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dan taman budaya di daerah
12.Pengelolaan karya cetak dam karya
rekam

13.Pengembangan database system
informasisejarah purtakala
. Prograrp 1. Pengembangan kesenian dan | Dinas Kebudayaan dan
Pengelcglaan kebudayaan daerah Pariwisata, Perguruan Tinggi,
Keragaman 2. Fasijlitasi perkembangan keragaman | Lembaga Adat
Budaye, budaya daerah
3. Fasjlitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
. Program 1. Fasjlitasi pengembangan kemitraan | Dinas Kebudayaan dan
Pengembangan dengan LSM dan perusahaan swasta | Pariwisata, ruan Tinggi,
Kerjasema 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan [embaga Adat, LSM dan
Pengelclaan Swasta
Kekayaan
Budaye,
Penyusunan regulasi [ 1.Mendorong 1. Bertgmbahnya usaha 1. Membuat . Pengembangan | 1. Pengembangan Objek Wisata | Dinas Kebudayaan dan
dan pemberian pemberian insentif kecil dan menengah program Destinesi Unggulan Pariwisata, Bappeda,
insentif pade. dan kemudahan masyarakat di bidang proteksi Pariwisata 2. Pengembangan jenis dan Paket | Perguruan Tinggi
masyarakat d; bagi pengembangan indugtri pariwisate, terhadap Wisata Ungulan
kawasan destinasi industri kecil dan pada setiap. Destinasi usaha kecil 3. Pengembangan Dazrah  Tujuan
untuk mendorong menengah dan Pariwisata. dan mener,gah Wisata.
perkembangan ‘ usaha pariwisata | 2. Menipgkatnya 2. Peningkatgn
indystri kecil dan skala usaha mikro, pendapatan peran dan | 2. Pengembangan | 1. Pengembangan dan penguatan | Dinas Kebudayaan dan
mer,geah pada Usahe kecil dan mepengah masyarakat dari usahe, kapasitas Kemitraan informasi dan data base Pariwisata, '~ Bappeda,
Pariwisata sesuai dengan kecil dan menengah t 2. Pengembangan SOM di bidang | Perguruan Tinggi, LSP, LSU
ketentuan pada sector pariwisata. lokal dalam kebudayaan dan Pariwisata
perundang- industri bekzrjasama dengan lembaga
undangan. pariwisata lainnya.
2.Mendorong 3. Fasilitasi pembentukan  forum
perlindungan komunikasi antar pelaku industry
terhadap pariwisata dan budaya.
kelangsungan 4. Pengembangan symber daya
industri kecil, manusia dan profesiopalisme bidang
menengah dan pariwisata.
usaha  pariwisata S. Penjngkatan Peran serta masyarakat

skala usaha mikro,
kecl dan mepengah
di sekitar Destinasi
Pariwisata.

dalam pengembangan kemitraan
pariwisata.




. Pengembangan . Analisa pasar untuk promosi dan | Pinas Kebudayaan dan
Pemasgran pemasaran objek pariwisata. Pariwisata, BPPT, Perguruan
Pariwisata . Penjngkatan pemanfsatan teknologi | Tinggi, LSP, LSU
informasi dalam pemasaran
pariwisata.
: Pengembangan jaringan kegjasama
promosi pariwisata.
. Pelgtihan Pemandu w;sata terpadu.
. Program . Pelestarian dan akuntabilitas adat | Dinas Kebudayaan dan
Pengembangan budaya daerah Pariwisata, ' Bappeda,
Nilai Budaya . Pemantauan dan evluasi | Perguruan Tinggi, LSP, LSU,
pelgksanaan p [.embaga Adat,
pengembangan nilai budaya
. Pemberian dukungan, penghargaan
kerjasama dibidang budaya
. Pengelclaan . Fasilitasi partisipasi masyarakat | Dinas Kebudayaan dan
Kekayaan dalgm pengelolaan kegayaan budaya | Pariwisata, '~ Bappeda,
Budaye, . Pengelolaan dan pengambangan | Perguruan Tinggi, Lembaga
pelestarian peningkagtan sejahtera | Adat, '
purpakala, museum dan
peninggalan bawah air
. Pengembangan kebpdayaan dan
pariwisata
. Pengembangan nilai dan geografi
sejara
. Program . Pengembangan kesenian dan | Dinas Kebudayaan dan
Pengelclaan kebudayaan daerah Pariwisata, ' Bappeda,
Keragaman . Fasijlitasi perkembangan keragaman | Perguruan Tinggi, Lembaga
Budayse. budaya daerah Adat, '
. Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah '
Pen;ngkatan 1.Mendorong 1. Terwajudnya 1.Memberikar; . Pengembangan . Pengembangan Objek Wisata | Pinas Kebudajyaan dan
kemitraan antara kemitraan antar pelaksanaan imsentif bagi Destinesi Ungggulan Pariwisata, Bappeda,
pemerintah, swasts usaha pemerintahan yang industri  kecil Pariwisata . Pengembangan Dagrah  Tujuan | Perguruan Tinggi
dan masyarakat Kepariwisataan baik (good governance) dan menengah Wisata
dalem meningkatkan dengan industri yaitu terjalin
usaha di bidang kecil dan menengah sinergisitas antare, . Pengembangan . Pengembangan dan  penguatan | Dinas Kebudayaan dan
Kepariwisataan. ‘ dan wusaa mikro, pemerintah, swaste, Kemitraan informasi dan data base Pariwisata, " Bappeda,

kecil dan
menengah.
2.Meningkatkan

dan jnasyarakat dalam,
tatanan usaha kecil
dan menengah.

. _Pengembangan

. Pengembangan dan  penguatan

litbang, kebudayaan dan pariwisata
SOM di _bidang

Perguruan Tinggi, LSP, LSU,
[embaga Adat,




kualitas produk
industri kecil,
menengah dan
layanan jasa
Kepariwisatan yang
dikembangken

dan mepengah
dalam memenuhi
standar pasar.

. Kurapgnya

2. Terstandarisasinya

produk industri kecij
dan menengah
masyarakat di setiap
destinasi

keluhar,
tentang kualitas,
produk wisata dar,
bertambahnya jumlal,
kunjungan wisatawan .

. Program

Pengembangan
Nilai Budaya

. Pengelclaan

Kekayaan
Budaye,

. Prograrp

Pengelclaan

Keragaman
Budaye.

. Prograrp

Pengembangan
Kerjasama
Pengelcglaan
Kekayaan
Budaye,

. Fasijlitasi

. Pengembangan

kebpdayaan dan Pariwisata
bekgrjasama dengan lembaga
lainnya.

Fasilitasi pembentukan forum

komunikasi antar pelaku industry
pariwisata dan budaya.

Pelgksanaan koordinasi
pembangunan kemitraan pariwisata.
Pemantauan dan evaluasi

peleksanaan prograry peningkatan
kemjitraan.

Pengembangan symber daya
manusia dan profesionalisme bidang
panwisata.

Penjngkatan Peran serta masyarakat
dalgm pengembangan kemitraan
pariwisata.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

. Pemberian dukungan, penghargaan

kerjasama dibidang budaya

partisipasi masyarakat
dalgm pengelolaan kexayaan budaya

kesenian dan
kebudayaan daerah

Fasijlitasi perkembangan keragaman
budaya daerah

. Fasjlitasi pengembangan kemitraan

dengan LSM dan perusahaan swasta
Fasjlitasi pembentukan kemitraan
usaha profesi antar daerah
Merpbangun kemitraan pengelolaan
kebudayaan antar dacrah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Badapn Arkeologi,
{embaga Adat,

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Perguruan Tinggi,
{embaga Adat,

LSM

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Lembagza Adat,

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Bappeda,
Perguruan Tinggi, LSM,

Lembaga Adat, Swasta
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Penyediaan akses
pasar terhadar,
produk industri kecil
dan menengah Usaha
Pariwisata yang
dikembangkan ‘
masyarakat lokal.

1.Maemperkuat akses
dan jejaring
industri kecil dan
menengah dah
usaha  pariwisata
skala usaha mikro,
kecil dan mepengah
dengan sumber
potensi pasar dan
inflormasi glopal.

2.Meningkatkan
tamggung
sosial
lingkungan
perusahaan dalam
upaya mempcrluaa

jawab
dan

akses pasar
terhadap produk
industri kecil dan
menengah dan

usaha  pariwisata
skala usaha mikro,
kecil dan
menengah.

. Terbéntuknya jaringarn

pasar untuk industn
kecil dan menengah
bidang pariwisate,
terhadap pasar global.

. Terlaksananya

konejtivitas antara
usaha besar dengar,
usaha kecil dar.
menengah bidang;
pariwisata di setiap
destipasi.

. Terwyjudnya
penguitamaan kualitas
produk dan hargs
bersging dalarr,
pemgsaran hasi.
indugtri  kecil dar,
menengah bidang;
pariwisata. '

. Semgkin banyak
masyarakat yang ikut
terlitat dalarr,
memasarkan  produk
wisata

1.Adanya jaringan
pemasaran
industri kecil
dan menengah
dengan  pasar

industri

dan
menengah
menjadi subjek
industri
pariwisata.

. Pengembangan

Destingsi
Pariwisata

. Pengembangan

Kemitraan

. Pengembangan

Pemasgran
Pariwisata

. Prograrp
Pengembangan

Kerjasema
Pengelclaan
Kekayaan
Budaye.

2.

3.

4.

. Pelgksanaan

. Pengembangan jenisz dan Paket
Wisata Ungulan

. Peleksanaan koerdinasi
pembangunan objek pariwisata
dengan lembaga/dunia usaha

. Pengembangan Dagrah  Tujuan
Wisata

. Pengembangan dan  penguatan
informasi dan data base
Fasilitasi  pembentukan  forum

komunikasi antar pelaku industry
pariwisata dan budaya.

koordinasi
pembangunan kemitraan pariwisata.

. Analisa pasar untuk promosi dan

pemasaran objek pariwisata.

. Peningkatan pemanfgatan teknologi

informasi dalam

panwisata.

pemasaran

. Pengembangan jaringan kegjasama

promosi pariwisata,

. Koordinasi dengan sektor
pendukung pariwisate.

. Pele¢ksanaan promcsi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar
negeri.

Pemantauan dan evaluasi
peleksanaan program
pengembm)gm pemasaran
pariwisata.

Pengembangan statistic
kepaiwisataan

Pelgtihan Pemandu w;sata terpadu.

. Fasilitasi pengembangan kemitraan

dengan LSM dan perusahaan swasta
Fas|litasi pembentukan kemitraan
usaha profesi antar daerah
Mernbangun kemitraan pengelolaan
kebudayaan antar daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisata, " Bappeda,
Perguruan Tingegi, PHRI,
ASITA, HPI

Dinas Kebudayaan dan
Pamn‘ isata, Bappeda,
Perguruan Tinggi

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Bappeda,
Perguruan Tinggi, LSP, LSU,
ASITA, PHRI

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Bappeda,

Perguruan Tinggi, LSP, LSU,

ASITA, PHRI
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Pemberian dukungan | 1. Mendorong 1.Adanya kemudahan 1. Industri kecil | 1.Pengembangan 1. Pengembangan Ohbjek Wisata | Dinas Kebudayaan dan
perrpodalan bag; pemberian insentif permcdalan antare, dan menengah Destinasi Unggulan Pariwisata, '~ Bappeda,
masyarakat dalam, dan kemudahan lembaga perbangkar, di bidang Pariwisata 2. Pelgksanaan koerdinasi | Perguruan Tinggi, LSP, LSU,
upaya terhadap akses dengan pengusaha keci: pariwisata pembangunan objek pariwisata | ASITA, PHRI )
mer,gembangkan permodalan bagi dan inenengah bidang meningkat dengan lembaga/dunia usaha
produk industri kecil usaha  pariwisata pariwisata. )
dan menengah dan skala usaha mikro, | 2.Pemberian kredit lunak 3. Pengembangan Dagrah  Tujuan
usaha Pariwisata. kecil dan menengah terhacap pengusahe, Wisata
dalam kecil dan menengal
pengembangan bidang pariwisata. 2.Pengembangan 1. Pengembangan SOOM di bidang | Dinas Kebudayaan dan
usaha sesuai | 3.Meningkatnya Kemitraan kebudayaan dan Pariwisata | Pariwisata, Bappeda,
dengan ketentuan keuntungan usaha kecii bekerjasama dengan lembaga | Perguruan Tinggi, LSP, LSU,
peraturan dan menengah lainnya. ASITA, PHRI
perundang- 2. Fasjlitasi pembentukan forum
undangan. komunikasi antar pelaku industry
pariwisata dan budaya.
2. Mendorong 3. Pelgksanaan koordinasi
pemberian bantuan pembangunan kemitraan pariwisata.
permodalan untuk 4. Pengembangan symber daya
mendukung manusia dan profesiopalisme bidang
perkembanggn pariwisata.
industri kecil dan 5. Penjngkatan Peran serta masyarakat
menengah dan dalym pengembangan kemitraan
usaha  pariwisata pariwisata.
skala usaha mikro,
kecil dan mepengah 3.Pengembangan 1. Pengembangan jaringan kegjasama | Dinas Kebudayaan dan
di sekitardestinasi Pemasaran promosi pariwisata. Pariwisata, ' BPPT,
pariwisata. Pariwisata 2. Koordinasi dengan sector | Disperindagkop, Perguruan
pendukung pariwisate,. Tinggi, LSP, LSU, ASITA, PHRI
Peningkatam 1.Meningkatkap 1.Kesadaran masyarakar | 1.Sapta pesona | 1. Pengembangan | 1. Pengembangan Ohbjek Wisata | Dinas Kebudayaan dan
kesadaran dan peran pemahaman dan meningkat dalarm, menjadi gaya Destinesi Unggulan Pariwisata, Beppeda, PU,
masyarakat serte, kesadaran menjajlankan sadar hidup Pariwisata 2. Penjngkatan pembangunan Sarana | Perguruan Tinggi
pemangku masyarakat jentang wisata. masyarakat dan Prasarana '
kepentingan  terkait sadar wisata dalam | 2.Meningkatnya kualitas 2.Peningkatan 3. Pengembangan Dazrah  Tujuan
dalam mewujudkan mendukung atraksi wisata sebaga; kelompok sgadar Wisata
sapta pesona untuk pengembangan wujud sadar wisata. wisata pada 4. Pengembangan, Sosialisasi, dan
mer ciptakan iklim kepariwisataan di | 3.Peran serta masyarakat setiap kelompok pengrapan serta pengawasan
kondusif daerah. dalam menjaga iklim, masyarakat di standarisasi.
Kepariwisataan di | 2.Meningkatkan kondusif destinas; destinasi
destinasi pariwisata. peran serta meningkat. pariwisata. 2. Pengembangan | 1. Pengembangan SOM di bidang | Dinas Kebudayaan dan
masyarakat dalam ' Kemitraan kebudayaan dan Pariwisata | Pariwisata, Disnaker,
mewujudkan sadar bekgerjasama dengan lembaga | Perguruan Tinggi, LSP, LSU,
wisata bagi lainnya. ASITA, PHRI
penciptaan iklim 2. Pengembangan symber daya
kondusif manusia dan profesionalisme bidang

kepariwisataan

panwisata.
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setempat.
3.Meningkatkan
peran dan
kapasitas
masyarakat dan
polisi pariwisata
dalam menciptakan
iklin kondusif
kepariwisataan.
4.Meningkatkap
media dalam
mendukung upaya
pemberdayasn
masyarakat di
bidang pariwisata.

. Pengembangan

Pemasgran
Pariwisata

- Prograr

Pengembangan
Nilai Budaya

. Pengelclaan

Kekayaan
Budaye,

. Prograrp

Pengelclaan
Keragaman
Budaye,

. Peningkatan Peran serta masyarakat

dalgm pengembangan kemitraan
panwisata.

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

. Analisa pasar untuk promosi dan

pemasaran objek pariwisata.

. Peningkatan pemanfgatan teknologi

informasi dalam pempasaran
pariwisata.

. Pengembangan jaringan kerjasama

promosi pariwisata.

. Pelestarian dan akuntabilitas adat

budaya daerah

. Penatagunaan naskah kuno

nusantara

. Pemberian dukungan, penghargaan

kerjasama dibidang budaya

. Fasilitasi partisipasi masyarakat

dalgm pengelolaan kexayaan budaya

. Sos;alisasi pengelolaan kekayaan

budaya local daerah

. Pengembangan kesenian dan

kebudayaam daerah

. Fasilitasi perkembangan keragaman

budaya daerah

- Fasjlitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah

. Seminar dalam rangka revitalisasi

dan reaktulisasi budaya local

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisata, BPPT, Perguruan
Tinggi, LSP, LSU, ASITA, PHRI

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisata, - Bappeda,
Perguruan Tinggi, Lembaga
Adat

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Perguruan Tinggi,
{.embaga Adat

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Bappeda,
Perguruan Tinggi, Lembaga
Adat '
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. Program 1. Fasilitasi pengembangan kemitraan | Dinas Kebudayaan dan
Pengembangan dengan LSM dan perusahaan swasta | Pariwisata, Bappeda,
Kerjasama 2. Fasilitasi pembentukan kemitraan | Perguruan Tinggi, LSM ASITA,
Pengelclaan usaha profesi antar daerah PHRI
Kekayaan 3. Merpbangun kemitraan pengelolaan
Budaye, kebpdayaan antar daerah
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Peningkatan motivasi | 1.Mengembangkan 1.Terwujudnya 1.Peningkatan . Prograrp 1. Pelestarian dan akuptabilitas adat | Dinas Kebudayaan dan
dan kesadaran untuk pariwisata 3ebagai Peningkatan dan terhadap Pengembangan budaya daerah Pariwisata, - Bappeda,
mercintai dan investasi Pelestarian Budaye. penghargaan Nilai Budaya 2. Penatagunaan naskah kuno | Perguruan Tinggi, Lembaga
melestarikan Budaye, pengetahuan, lokal di Kabupater, budaya lokal nusantara Adat
Lokal. 2.Meningkatkan Berau sebagaj investas; | 2.Kepedulian 3. Penyusunan kebijekan tentang
kualitas dan pengeiahuan akan  kegrifan budaya local daerah
kuantitas injormasi | 2.Adanya informasi yang lokal semakin 4. Pemantauan dan evluasi
pariwisata jelas dan tepat tentang tinggi peleksanaan program
nusantara kepada pariwisata  kabupater, pengembangan nilai tudaya
masyarakat. Berau kepade, 5. Pemberian dukungan, penghargaan
Wisatawan. kerjasama dibidang budaya
3.Bertarnbahnya
penghasilan industr, . Pengelclaan 1. Fasilitasi partisipasi masyarakat | Dinas Kebudayaan dan
kecil can menengah Kekayaan dalgm pengelolaan kexayaan budaya | Pariwisata, '~ Bappeda,
Budaye. 2. Pelestarian fisik den kandungan | Perguruan  Tinggi, Badan

bahan pustaka terrnasuk naskah
kuno

. Penyusunan kebijaksn pengelolaan

kekayaan budaya lokal daerah
Sosjalisasi pengelolgan kekayaan
budaya lokal daerah

Pengelolaan dan pengambangan
pelestarian peningkgtan sejahtera
purpakala, museum dan
peninggalan bawah air
Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata

7. Pengembangan nilai dan geografi
sejara

8. Perckaman dan digitalisasi
bahanpustaka

9. Perumusan kebijakan sejarah
purpakala

10.Pengawasan, monitcring, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan

11. prcgram  pengelolaan  kekayaan

budaya

12.Pendukungan pengelolaan museum

Arkeologi, Lembaga Adat
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3. Prograrmn
Pengelclaan
Keragaman
Budaye

4. Prograrp

Kerjasama
Pengelclaan
Kekayaan
Budaye,

14.Pengembangan database

. Pengembangan

. Penyusunan

Pengembangan

dan taman budaya di daerah

13.Pengelolaan karya cetak dam karya

rekam
system
informasisejarah purbakala

kesenian dan
kebudayaan daerah

system  informasi
database bidang kebudayaan

. Penyelenggaraandialog kebudayaan

Fasjlitasi perkembangan keragaman
budaya daerah

. Fasjlitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah

. Seminar dalam rangka revitalisasi

dan reaktulisasi budaya local

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

peleksanaan pengembangan
keanekaragaman budaya

. Fasjlitasi pengembangan kemitraan

dengan LSM dan perusahaan swasta

. Fasjlitasi pembentukan kemitraan

usaha profesi antar daerah

. Merpbangun kemitraan pengelolaan

kebpdayaam antar dacrah

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisnta, Bappeda,
Perguruan Tinggi, Lembaga

Adat, Badan Arkeqlogi

Pinas Kebudayaan dan
Pariwisata, '~ Bappeda,
Perguruan Tinggi, Lembaga

Adat, Badan Arkeologi, LSM
Jan Swasta

Table 35. Arah Pembangunan 6 : Investasi Di Bidang Fariwisata

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Programn {f:tgx::ilt;;:zn} {S::;F%i}
1 2 3 4 5 6 ‘ 7 8
1 Memberikan 1.Mempermudah 1. Peningkatan investasi |l.Peningkatan kerjasama lintas | 1. Pengembangan | 1. Pengembangan  Daerah | Dinas Kebudayaan dan
kemrudahan / insentif mekanisme bidang pariwisata bark sektor terkait promosi investasi Destinasi Tujuan Wisata Pariwisata, BPPT,
di bidang pariwisats. perizinan untuk PMDN maupun PMA. 2.Pembangunen dan fasilitasi Pariwisata 2. Pengembangan, Bappeda, Perguruan Tinggi,
sesyai dengan menarik  irvestasi | 2. Terwyjudnya system | Tourism Infcrmation Center Sosialisasi, dan
ketentuan peraturan modal asing di perizinan terpadu bagi |3.Menyusun regulasi/aturan main penerapan serta
perundang-undangan. bidang pariwisata investasi dibidanig | yang mudah dalam bisnis pengawasan standarisasi.
sesuai dengan pariwisata. investasi di bidang pariwisata
ketentuan 3. Adanya buku mappirg | (perijinan usaha, pajak, dll)
peraturan investasi pariwisata Jdi |4.Menyusun data potensi dan
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perundang- Kabupaten Berau peluang investasi dibidang | 2. Pengembangan . Pengembangan dan | Dinas Kebiudayaan dan
undangan. 4. Secara reguler | pariwisata (Sistem informasi Kemitraan penguatan informasi dan | Pariwisata, BPPT,
2.Memberikan mengikuti pameran | potensi investasi yang mudah data base Bappeda, Perguruan Tinggi,
jaminan kesmanan investasi nasional dan diakses) . Pelakyanaan  koordinasi
dalam berirvestasi internasional. 5.Pemerintah Kabupaten Berau pembangunam kemitraan
untuk merdorong | 5. Penayangan mapping | menyedia-kan infrastruk-tur, pariw;sata.
investasi dalam investasi pariwisara . Pemantauan dan evaluasi
negeri di bidang pada media cetag, pelaksanaan program
pariwisata  sesuai elektyonik maupun peningkatan kemitraan.
dengan ketentuan internet secara regular. )
peraturan 6. Adanya read show 3. Program . Fasilitasi pengembangan | Dinas Kebudayaan dan
perundang- promosi investasi Pengembangan kemitraan dengan LSM | Pariwisata, Bappeda,
undangan. pariwisata ke negara- Kerjasama dan pzrusahaan swasta Perguruan Tinggi, Lembaga
negara potensial Pengelolaan . Fasilitasi pembentukan | Adat, Badan Arkeologi,
Kekayaan kemitraan usaha profesi | LSM
Budaya antar daerah
. Membangun  kemitraan
pengelolaan kebudayaan
antar daerah
. Monitpring, evaluasi dan
pelaporan
Penijngkatan promosi | 1.Menginformasikan 1.Terinformasikannya 1. Penyediaan informasi profil |1. Pengembangan . Pengembangan Daerah | Dinas Kebudayaan dan
investasi di bidang peluang investasi di peluang investasi investasi di Kabupaten Bera Destinasi Tujuan Wisata Pariwisata, Bappeda,
pariwisata. 1 destinasi dibidang pariwisata di | 2. Mengikuti pameran di tingkat Pariwisata Perguruan Tinggi,
pariwisata. Kabupaten Berau. nasional maupun internasional
2.Meningkatkan 2.Terlaksananya promogi | 3. Promosi investasi sector |2. Pengembangan . Fasilitasi pembentukan | Dinas Kebudayaan dan
premosi investasi di investasi di  bidang pariwisata melalui media cetak, Kemitraan. forum komunikasi antar | Pariwisata, Bappeda,
bidang pariwjsata di pariwisata di Kabupaten elektronik, dan internet pelaku indusjry | Perguruan Tinggi, Lembaga
dalam negeri dan di Berau dalam dan luar | 4. Road show promosi investasi pariw;sata dan budaya. Adat
luar negeri. negeri. sektor pariwisata ke negara- . Pelaksanaan koordinasi
3.Adanya profil investasi di negara potgnsial pemba-ngunan kemitraan
Kabupaten Berau pariw;sata.

4.Adanya promosi Peluarg

investasi ke  Negara
potensial.

5.Adanya Tourism
Information Center di
Tanjung Redeb,
Labuhan Cermin,
Tanjung Batu,
Derawan, Maratua
dan Biduk- Biduk

6.Adanya
regulasi/aturan

investasi pariwisata
7.Adanya sistem informas;

3. Pengembangan

Pemasaran
Pariwisata

. Analisa pasar untak
promosi dan pemasaran
objek pariwisata.

. Peningkatan pemanfaatan

teknojogi informasi dalgm

pemasaran pariwisata.

. Pengembangan jaringan
kerjasama promosi
pariw;sata.

. Koordinasi dengan sector
pendukung pariwisata.

. Pelakjanaan promosi

pariw;sata nusantara di

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Bappeda,
Perguruan Tinggi, LSU,
LSP, Lembaga Adat




-

investasi
Kabupaten Berau

8.Adanya
pendukung pariwisata
di DP

pariwisate,

infrastruktur

. Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program
pengembangan
pemasaran pariwisata.

. Pengembangan  statistic
kepaiwisataan

. Pelatihan Pemandu wisgta

dalarm, dan di luar negeri.

terpacdu.

Table 36. Pembangunan Pemasaran Pariwjsata Kabupaten Berau

No Arah Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Program, {;{;ﬁ:t;nan) {.Szrk:hﬁgfekﬁ )
1 ) 2 3 4 5 6 7 8
1 Pengembangan pasar 1.Melakukan pemasaran dan | l.Adanya Prcmosi dan | 1.Terlaksananya 1. Pengembangan . Pengerpbangam Objek = Wisata | Dinas = Kebudayaan
wisatawan domestik promosi unjuk mendukung pemasaran Destinasi Kerjasama terpadu Destinasi Ungguijan dan Pariwisata,
dan mancanegara. penciptaan destiasi Pariwisata Kabupaten dalam  pemasaran Pariwisata . Pelaksanaan koordinasi | Bappeda, Perguruan
pariwisata di Kabupaten Berau. antar kawasan serta pembangunan objek pariwisata | Tinggi,
Berau. 2.Terlaksananya Pemasaran didukung dengan lembaga/dunia y,saha
2.Melakukan pemasaran dan Pariwisata kabupaten Berau stakeholder . Pemantauan dan evaluasi
promosi dalam dan luar di dalam dan lyar negeri. pariwisata terkait; pelaksanaan program
negeri. 3.Data dan Informasi dengan badan pengerpbangan Destinasi
3.Mengembangkan Segmentasi pasar promosi, asosigsi Pemasaran Pariwisata
segmentasi terhadap wisatawan terdsteksi. industri pariwisata . Pengerpbangan Daerah Tujuan
sasaran pgmasaran dan | 4.Tereksposenya potensi dengan  maskapai Wisata
promosi. setiap objek wisata dan n
4.Mengikuti pameran, expo destinasi  pariwisata di 2.;:ningk.atan 2. Pengembangan . Pengerpbangam dan penguatan | Dinas Kebudayaan
dan promos; tematik. Kabupaten Berau. promosi Kemitraar, informasi dan data base dan Pariwisata,
5.Mengemban pola | 5.Terjalinnya sinergi ferpadu untuk event . Pengerpbangam dan penguatan | Bappeda, Perguruan
pemasaran private dan pemasaran pariwisata Pariwiaata dan litbang, kebudayaan dan | Tinggi,
institusi. antara pemerintah, swasta pudaya yang pariwigata
6.Meningkatkan  kerjasama dan masyarakst. diselenggarakan
pemasaran dan promosi | 6.Terwujudnya kemudahan dalam bentuk | 3. Pengembangan . Analisa pasar untuk promosi dan | Dinas Kebudayaan
antar Pemerintah dalam pelaksanaan promosi perbagai festival Pemasaran pemasaran objek pariwisata. dan Pariwisata,
Kabupaten/Kota, Provinsi dan pemasarar, pariwisata. Pariwisata . Peningkatan pemanfaatan | Bappeda, Perguruan
dan Pusat. 7.Adanya paket wisata teknologi informasi dalam | Tinggi, LSU, LSP
7.Meningktkan insentifikasi bersama  antar  usaha pemasaran pariwisata.
pemasaran ‘wisata konvensi, kepariwisataan . Pengerpbangan jaringan
insentif dar, pameran yang kerjasama promosi pariwisata.
di selenggarakan oleh sector . Koordipasi dengan sector
lain. penduliung pariwisata.

. Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar
negeri,
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. Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembpangan pemasaran
pariwisgta.
. Pengempangan statistic
kepaiwizataan
. Pelatihan Pemandu wisata
terpadu
Meningkatkan citra 1.Menjaga dan meningkatkan . Pemingkatan = jumlah 1. Dikenalnya 1. Pengembargan . Pelaksapaan koordinasi | Dinas Kebudayaan
pariwisata. citra Kabupajen Berau yang kunjungan ‘wisata ke Fariwisata Destinasi pembangunan objek pajiwisata | dan Pariwisata,
aman, tertib dan setiap objek wsisata. Kabupaten Berau Pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Bappeda, BPPT,
menyenangkqn dan berdaya . Terlaksananya dengan . Pemantauan dan ¢valuasi. | Perguruan Tinggi
saing dengan pengelolaan pengelolaan  destinasi trandingnya. pelaksapaan program
destinasi yang yang aman dan berdaya | 2. Ditetapkannya pengembangan Destinasi
berkelanjutan. saing. Fariwisata Pemasaran Pariwisata
2. Meningkatkan kualitas daya . Terwujudnya pelayanan Kabupaten Berau . Pengembangan Daerah Tujuan
tarik wisata dan wisata yang alam positioning Wisata
pengelolaan destinasi berdasarkan sapta rariwisata nasionel . Pengempangan, Sosialisasi, dan
pariwisata. pesona oleh pelaku dan internasional. penerapan serta pengawasan
3. Meningkatkan kualitas wisata di setiap standarisasi.
pelayanan di setiap destinasi pariwisata.
destinasi pariwisata Ditetapkannya 2. Pengembar.gan . Pengembpangan dan penguatan | Dinas Kebudayaan
Kabupaten Berau. positioning Pariwisata Kemitraan informasi dan data base dan Pariwisata,

4.Meningkatkan posisi citra

pariwisata Kabupaten

Berau.

5.Menetapan PBranding dan

Posisioning
Kabupaten Berau.

pariwisata

Kabupaten Berau di

tingkat nasional dan
dunia.
. Adanya branding

pariwisata Kabupaten
Berau.

3. Pengembar,gan

Pemasaran
Pariwisata

2. Peningkatan

. Pengembangan

. Koordinasi

. Pengempangan dan penguatan

litbang,
pariwisgta

kebudayaan dan,

. Analisa pasar untuk prorm,osi dan,

pemasaran objek pariwisata.
pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata.

jaringan
kerjasamna promosi pariwizata.
dengan sector
pendukuang pariwisata.

. Pelaksanaan promosi pajiwisata

nusantsra di dalam dan di luar
negeri.

. Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembangan pemasaran
pariwisgta.

. Pengembangan statistik
kepaiwizataan

. Pelatihan Pemandu wisate, terpad

Bappeda, Perguruan
Tinggi

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata,
Bappeda, Perguruan
Arkeologi,
LSP, LSy
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Melgkukan kemitraan
pemasaran
pariwisata.

1.Mamberikan keleluasan
promosi dan pemasaran
pariwisata bagi
perseorangan dan kelompok
untuk mengembangkan
usaha dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku.

2.Membangun kerjasama
pemasaran dan promosi
pariwisata Kabupaten
Berau antara pemerintah,
swasta dan masyarakat.

3.Mensinerjikan pemasaran
dan promosi antara
pemerintah Kabupaten
Berau, Provinsi Kalimantan

Timur dan Kementrian
Pariwisata Republik
Indonesia.

4.Membangun kerjasama
pemasaran dan promosi
antar pemerintah
Kabupaten Berau dengan
Pemerintah Kabupaten/

Kota dan Provinsi lain di
Indonesia.

5.Membuka peluang
kerjasama Internasional
dengan Negera lain dalam

. Pemasaran

. Berdirinya beberapa usaha

bidang pariwjsata yang
baru

pariwisata
dilaksanakan perseorang ,
kelompok dan pemerintah.

. Adanya pertemuan regular

antara erintah,
pemerintah daerah, pelaku
usaha dan masyarakat

. Terlaksananya Pemasaran

pariwisata dilakukan
secara  sinergi  antara
pemerintah  Kabupaten,

Pemerintah Provinsi dan

Pusat.

. 5. Terciptanya pemasaran

pariwisata dengan daerah
dan Negara lain sebagai
destinasi dan  sumber
pasar wisatawan terbesar

1.

Pengembangan
koordinasi
pemasaran antar
wilayah
Pengembangan
pemanfaatan
teknologi
informasi
Mengembangkan
persaingan yang
sehat dan
berorientasi pasar

1.Pengembangan
Kemitraan

2.Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata

3.Program
Pengembangan
Kerjasama
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya

. Pengembangan

. Fasilitagi

2. Fasilitagi

. Membangun

. Pengembangan dan penguatan

informasi dan data base

. Pengembangan dan penguatan

litbang, kebudayaan dan
pariwisgta

. Fasilitasi pembentukan forum
komunikasi antar pelaku
industry pariwisata dan budaya.

. Pelaksapaan koordinasi
pembangunan kemitraan,
pariwisgta.

. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan.

. Analisa pasar untuk prom,osi dan
pemasaran objek pariwisata.

2. Peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi dalam

pemasaran pariwisata.
Jjaringamn
kerjasamna promosi pariwisata.

pengerr,bangan
kemitraan dengan LSM dan
perusahaan swasta
pembentukan
kemitraan usaha profesi antar
daerah

kemitraan

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata,
Bappeda, Perguruan
Tingei

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata,
Bappeda, Perguruan
Tinggi, PHRI, ASITA

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata,
Bappeda, Perguruan
Tinggi, .SM, Swasta

pemasaran dan  prmosi pengelojaan kebudayaan antar
pariwisata Kabupaten daerah
Berau. . Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Melgkukan promosi | 1.Meningkatkan 1. Terselenggaranya promosi | 1. Program 4. Pengembangan . Pengempangan jenis dan Paket | Dinas Kebudayaan
pariwisata. keikutsertaar promosi pariwisata kabupaten pemasaran dan Destinasi Wisata lJngulan dan Pariwisata,
pariwisata Kabupaten Berau di dalam dan luar promosi Pariwisata 2. Pengempangan Daerah Tujuan | Bappeda, Perguruan
Berau di delam dan luar negeri. berbasis tema Wisata Tinggi, PHRI, ASITA
negeri. 2. 2 Terbangunriya system tertentu secara
2.Membuka jejaring promosi Pemasaran dengan terencana dan | 5.Pengembangan . Pengempangan dan penguatan | Dinas Kebudayaan
wisata dengan menggunakan  informasi terpadu dengan Kemitraan informasi dan data base dan Pariwisata,
kabupaten/kpta dan teknologi. pengembangn 2. Fasilitayi pembentukan forum | Bappeda, Perguruan
provinsi lain dalam negeri | 3. Adanya jaringan produk sesusi komunikasi antar pelaku | Tinggi, Lembaga
untuk memperkenalkan pemasaran dengan badan tema industry pariwisata dan badaya. Adat, Badan
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potensi  destinasi  yang / lembaga promosi wisata | 2. Program 3. Peningkatan Peran serta | Arkeologi
dimiliki. dalam maupun luar negeri. pemasaran dan masyarakat dalam
3.Membangun kerjasama | 4. Rancangan sistem promosi pengempangan kemitraan
promosi dengan  badan pemasaran terpadu untuk bertema pariwisgta.
Promosi Pariwisata Daerah setiap destinasi. khusus.
di seluruh [ndonesia dan | 5. Melaksanakan event | 3. Pengembangan 6. Pengembang | 1. Analisa pasar untuk promosi dan | Dinas Kebudayaan
Badan Pariw;sata Indonesia khusus di setiap destinasi bahan promosi an pemasayan objek pariwisata. dan Pariwisata,
di Luar Negeri. pariwisata. secara tematik Pemasaran 2. Peningkatan pemanfaatan | Bappeda, Perguruan
4.Melakukan promosi melalui | 6. Adanya kerjasama antar Pariwisata teknologi informasi dalam | Tinggi, LSU, LSP
jejaring sosigl da teknologi usaha pariwisata pemasaran pariwisata.
informasi (IT) khususnya penetrapan 3. Pengempangan jaringan,
5.Memperkuat keberadaan standard kualitas jasa kerjasama promosi pariwisata.
promosi dalam dan luar | 7. Semakin cepat dan 4. Koordinasi dengan sector
negeri. akuratnya informasi penduk,ng pariwisata.
tentang produk wisata 5. Pelaksapaan promosi pajiwisata
nusantera di dalam dan di luar
negeri.
6. Pemantauan dan evaluasi
pelaksapaan program
pengempbangan pemasaran
pariwisgta.
7. Pengempangan statistic
kepaiwizataan
8. Pelatihan Pemandu  wisata
terpadu.
Table 37. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Berau
Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Progam Program (.f:tﬁ;t::m) {S?::::g;:iaekrs)

2 <. 4 5 ) 6 7 8
Penguatan struktur 1. Meningkatkan 1. Adenya industri pariwisata | 1.Peningkatan kapasitas 1. Pengembapgan | 1. Pemantauan dan evaluasi | Dinas Kebudayaan dan
indystri pariwisata. sinergis dan Destinasi Pariwisata pengelolaan usaha wisata Destinasi pelaksanaan program | Pariwisata, Bappeda,

keadilan Kabupaten Berau. yang dilkembangkan Pariwisata pengembangan  Destinasi | Perguruan Tinggi
distributive antar | 2. Adenya regulasi masyarakat lokal di sekitgr Pemasaran Pariwisata
mata rantai pengaturan industri kawasap objek wisata dgr, 2. Pengembangan Dae;ah
pembentuk pariwisata. pola kemitraan Tujuan Wisata
pariwisata. 3. Terjalinnya jaringan | 2.Pendatgan dan
2. Menguatkan fungsi, kerjasama anatar pelaku inventayisasi 2. Pengembapgan | 1. Pengembangan dan | Dinas Kebudayaan dan
hierarki, dan indastri pariwisata yaitu SDM (jumlah, kualifikasi, Kemitraan pengugtan informasi dan | Pariwisata, Bappeda,
hubungan antar usaha mikro, kecil, masa kerja, pengetahuan data base Perguruan Tinggi
usaha  pariwisata menengah dan besar. dan ketrampilan/pelatihar,, 2. Pengemabangan dan
sejenis untuk bakat den minat karyawan) pengugtan litbang,
meningkatkan daya kebudégyaan dan pariwisata
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saing.

3. Menguatkan mata

rantai penciptaan
nilai tambah antara

pelaku usaha
pariwisata dan
sector terkait.

. Pengembangan

. Fasilitgsi

SDM " di
bidang kebudayaan dan
Pariwisata bekerjasama
dengar; lembaga lainnya.
pembentukan
forum komunikasi antar
pelaku industry pariwisata
dan budaya.

. Pelaksanaan koordinasi
pembapgunan  kemitraan
pariwisata.

. Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program
peningkatan kemitraan.

. Pengembangan sumbper
daya manusia dan
profesipnalisme bidang
pariwisata.

. Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata.

3. Pengembapgan . Pengembangan jaringan | Dinas Kebudayaan dan
Pemasaran kerjasgma promosi | Pariwisata, Bappeda,
Pariwisata pariwisata. Perguruan Tinggi, LSU,
. Koordinasi dengan sektor | LSP
pendulkung pariwisata.
. Pelaksanaan prorr,0si
pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri.
. Pelatihan Pemandu wisata
terpadu.
Peningkatan daya 1.Meningkatkain daya | 1. Kualitas objek dan Hdaya | 1. Pengembangan prodyk | 1. Pengembangan . Pelaksanaan koordinasi | Dinas Kebudayaan dan
saing produk saing dan kualita'a tarik wisata yang baik Pada dan layanan usaha Des_tir_lasi pcn}bgpgunan okjek | Pariwisata, -~ Ba
pariwisata. Daya Tarik setiap Destinasi Pariw;sata ekonomi yang Pariwisata panmgfata . dengan | Perguruan Tinggi, PHRI,
Pariwisata. Kabupaten Berau dikem! masyarakat lembaga/dunia usaha | ASITA
2.Meingkatkan daya lokal di sekitar objek . Pemantauan dan evaluasi
saing dan Fasilitas ’ s wisata pelaksanaan program
Pariwisata yang 2. "l‘c‘rsedxanya fas,htas 2. Bertambah luasnya akses pengembangan  Destinasi
berstandar pariwisata yang memadai. pasar jndustri kecil Pemasaran Pariwisata
internasional. . Pengembangan Dae;ah
3.Meningkatkan daya | 3. pelaxu wisata di sectiap Tujuan Wisata,

saing akses;bilitas,
amenitas dan
atraksi wisata
sesuai standar yang

destinasi wisata memiliki
sertifikasi sesuai
profesinya.

. Pengembangan, Sosialisasi,

dan penerapan serta
pengavrasan standarisasi.
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di tetapkan.
4.Menjaga citra daya
tarik wisaty dan
destinasi
pariwisata.
5.Mendorong dan
meningkatkan
standarisasi dan
sertifikasi  profesi
bagi sumber daya
manusia sertifkasi
usaha bagi usaha
pariwisata.
6.Meningkatkan
kualitas prcduk (
Kemasan dan

pengelolaan
destinasi dan
kualitas pelavanan.

a.

Produk wisata jyang
dipasarkan memenuhi
standar Nasional dan
internasional.

Peleyanan oleh pelaku
wisata mengutamakan
kepuasan wisatewan
dengan memperhatikan
keberlanjutan.

2. Pengembangan
Kemitraan

3. Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata

. Pengembangan

. Fasilitesi

. Pelaksanaan

. Pengembangan

. Pengembangan dan

pengugtan informasi dan
data base

. Pengemibangan dan

pengugtan litbang,
kebudegyaan dan pariwisata
SDM di
bidang kebudayaan dan
Pariwisata bekerjasama
dengar; lembaga lainnya.
pembentulan
forum komunikasi antar
pelaku industry pariwisata
dan budaya.

koordinasi
pemba-ngunan kemitraan
pariwisata.

. Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program
peningkatan kemitraan.
sumper
daya manusia dan
profesionalisme bidang
pariwisata.

. Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata.

. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan.

. Analisg pasar unjuk

promosi dan pemasa an
objek pariwisata.

. Peningkatan pemanfaatan

teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata.

. Pengembangan jaringan
kerjasgma prorr,osi
pariwisata.

. Koordinasi dengan sector
pendukung pariwisata.

. Pelaksanaan prorr,osi

pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri.

. Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Bappeda,
Perguruan Tinggi, PHRI,
ASITA

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Bappeda,
Perguruan Tinggi, PHRI,
ASITA, LSU, LSP
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pengembangan pemasa‘an
pariwisata.

7. Pengembangan statigtik
kepaiwisataan
8. Pelatihan Pemandu wisata
terpadu.
4. Program 1. Fasilitgsi partisipasi | Dinas Kebudayaan dan
Pengelolaan masyarakat dalam | Pariwisata, Bappeda,
kekayaan pengelolaan kekayaan | Perguruan Lembaga Adat
Budaya budayg
2. Penyusunan kebijakan
pengelolaan kekayaan
budays lokal daerah
3. Sosializasi pengelolgan
kekayean budaya lccal
daerah
Peng‘embangan lMenmgkatkan Ter;aallltasmyl_i ‘ke:jq,sama’ 1. Peningientats Kerjasama 1. Peng.emb‘apgan 1. Pengemba.ngan Daerah Dmga_ Kebudayaan dan
kemitraan Usaha sinerjisitas usaha kepariwisatagn di ningks p Destinasi Tujuan Wisata, Pariwisata, Bappeda,
b : dengan daerah lain dalam P o
Pariwisata. kegjasama antara Kabupaten Berau Seihs  shend t  dewa Pariwisata Perguruan Tinggi
pemerintah pusat, Intensitas komunikasi ssing-ovochik obyg it g g sl
Pemerintah Provinsi antar stakeholder lebih 2. Me g P! 1 e 2. Pengembangan | 1. Pengembangan dan | Dinas Kebudayaan dan
Kalimantan Timur, sering. .jej e 1&'-;““ dinti 3 Kemitraan pengugtan informasi dan | Pariwisata, Bappeda,
Pemerintah Adenya kerjgsama g data base Perguruan Tinggi, PHRI,
Kabupaten Berau, internasional tentang 2. Pengembangan dan | ASITA
duni;amnfaaha dan lnbzleparm isataan dengan ﬁcx‘:g:s;mn s htbar:g,
mas t. egara yang ebudgyyaan pariwisa
2. Mengimplementasi mengembangkan 3. Pengembangan SDM di
kerjasama antara kepariwisataan. bidang kebudayaan dan
Pemerintah Pusat, Adenya evaluasi kerjgsama Pariwizata bekerjasama
Pemerintah Frovinsi antara pusat dan daerah. dengar, lembaga lainnya.
Kalimantan Timur, 4. Fasilitgsi pembentukan
Pemerintah forum komunikasi antar
Kabupaten Berau, pelaku industry pariwisata
dunia usaha dan dan budaya.
masyarakat. 5. Pelaksanaan koordinasi
3. Membuka pembapgunan  kemitraan
kerjasama pariwisata.
internasional dalam 6. Pemanfauan dan evaluasi
;:d;;m;cgirivqisata. pela..ksakx;aank _ program
4. Melaku! peningkatan kemitraan.
monitoring dan 7. Pengembangan ) sumper
evaluasi kerjasama daya manusia dan
antara Pemgrintah profesipnalisme bidang
Pusat, Pemegrintah pariwisata.
Provinsi Kalimantan 8. Peningkatan Peran serta
Timur, Pemezrintah masyarakat dalam
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Kabupaten Berau,
dunia usaha dan
masyarakat  serta
dunia internasional.

3. Pengembapgan

. Monitoring,

pengembangan kemitraan
pariwisata.
evaluasi can

pelaporan.

. Peningkatan pemanfaatan

Dinas Kebudayaan dan

Pemasaran teknolggi informasi dalam | Pariwisata, Bappeda,
Pariwisata pemasaran pariwisata. Perguruan Tinggi
2. Pengembangan jaringan
kerjasgma prom,osi
pariwisata.
Penciptaan 1.Menerapkan 1.Tersertifikasikannya usaha 1. Pengembangan | 1. Pengembangan Otjek | Dinas Kebudayaan dan
kregibilitas bisnis. stan'daris'asi dan pariwizata Destinasi Wisgta Unggulan ' Pariwisata, BPPT.
scutlz.ﬁ!cam usaha 2.Terba.nggnny§ . system Pariwisata 2. Peningkatan pembangunan Bappe;da., Perguruan
pariwisata yang transaksi bisnis pariwisata Sarane dan Prasarana Tinggi, PHRI, ASITA
mengacu pada yang aman sesuai perupdang i Pttt : 3. Pengembangan jenis dan
s o : i 5 taan Proyeksi a
gar:da;r peiomp dea 3 A::nya reg.ulasi pengeturan kebutuhan SDM industri di 4 gcaraz—sY;::;B uns:f:)?dinasi
internasional usaha‘pariwiaata. tiap-tiap kawasan pembapgunan okjek
d 4.Tersedi metaan 2. PeagembagnriPerencansn iwisata den,
cmgmlt:i all ‘kc‘l-as l:l!;nya te; 3 vSDM kebutuhan Jevel den {mnba;_&a/duni usaha .
meng;? “'r:a.nmrl Pe ) :an e knrakter kompetensi SDM 5 ;:‘l tauan a‘dem evaluasi
S w— s el ; di tiap-tiap kawasgn in B
sumber daya lokal. 5.Tersedianya proyeksi o Y tema  prodyk pelaksanaan program
2.Menerapkan system keb_utuha.n tenaga SDM iskER pengembangan  Destinasi
yamg aman dan Panvnaata. 3. Patnate proyeksi dan Pemasaran Pariwisata }
terpercaya dglarln 6.Tersedianya kebutuhan level — kebutuhgn 6. Pe:ctgemba..ngan Daerah
transaksi b'lsms daq .karaktu tenaga SDM llevel dan karakter SDM Tujuan Wisata S
secara elektronik. Pariwigata. fwisata di kewanas 7. Pengembangan, Sosialisasi,
3.Mendukung I dan penerapan serta
penjaminan usaha pengavasan standarisasi.
melalui regulasi dan
fasilitasi. 2. Pengembangan | 1. Pengembangan dan | Dinas Kebudayaan dan
Kemitraan pengugtan informasi dan | Pariwisata, Bappeda,
data base Perguruan Tinggi, PHRI,
2. Pengembangan SDM di | ASITA
bidang kebudayaan dan
Pariwisata bekerjasama

. Fasilitgsi

. Pelaksanaan

dengar; lembaga lainnya.
pembentulkan
forum komunikasi antar
pelaku industry pariwisata
dan budaya.

koordinasi
pembapgunan  kemitraan
pariwisata.




- 44 -

. Pengembangan sumper
daya manusia dan
profesionalisme bidang
pariwisata.

. Peningkatan Peran serta
masyarakat dalam

pengembangan  kemitraan
pariwisata.

. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan.
3. Pengembanpgan . Analisg pasar unfuk | Dinas Kebudayaan dan
Pemasaran promosii dan pemasayan | Pariwisata, Bappeda,
Pariwisata objek pariwisata. Perguruan Tinggi, PHRI
. Peningkatan pemanfaatan
teknolggi informasi dalam
pemasaran pariwisata.
. Pengembangan jaringan
kerjasgma prom,osi
pariwisata.
. Pelaksanaan prorr.osi
pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri.
Pengembangan 1.Mendorong 1.Setiap usaha pariwisata harus | 1.Meninggatkan 1. Pengembangan Pengembangan Otjek | Dinas Kebudayaan dan
tanggung jawab tumbuhnya berwawasan lingkungan. tanggungjawab. sosial dan Destinasi Wisata Unggulan Pariwisata, @ PU, BPPT,
terhadap lingkungan. ekonomi hijau di | 2.Setap usaha pariwisata wajib lingkungan perusahaan Pariwisata Peningkatan Bappeda, Perguruan
sepanjang mata memikki dokumen pembangunan Sarana dan | Tinggi
rantai usaha lingkungan. Prasarana
pariwisata. 3.Setiap usaha pariwisata harus Pengembangan Daerah
2.Mendorong  setiap memberikan kontribusi Tujuan Wisata
usaha  pariwisata terhadap keberlanjutan Pengembangan,
memiliki konsep lingkungan. Sosialisasi, dan penerapan
peduli lingkungan | 4.Pemar.faatan dan serta pengawasan
dengan memenuhi pengutamaan produk lokal. standarisasi.
standar usaha yang | 5.Terjaganya pengembangan
memiliki dokumen dan pembangunan pariwisata 2. Pengembangan . Pelaksanaan koordinasi | Dinas Kebudayaan dan
lingkungan. yang berwawasan lingkungan Kemitraan pembapgunan  kemitraan | Pariwisata, Ba;
3.Mengembangkan dan pembangunan yang pariwisata. Perguruan Tinggi, LSP,

manajemen usaha

berkelanjutan yang dilandai

. Pemantauan dan evaluasi

pariwisata yang dengan terjaganya konservasi pelaksanaan program
peduli terhadap alam. peningkatan kemitraan.
pelestarian . Pengembangan sumber
lingkungan dan daya manusia dan
budaya. profesionalisme bidang
4.Memperhatikan pariwisata.

LsuU
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kearifan lokal.

3. Program
Nilai Budaya

4. Pengelolaan
Kekayaan
Budaya

. Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam
pengembangan kemitraan

pariwisata.

. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan.

. Pelestarian dan

akuntabilitas adat budaya
daerah

. Penatagunaan naskah kyno

nusantara

. Penyusunan kebijakan

tentang  budaya lokal
daerah

. Pemantauan dan evluasi

pelaksanaan program
pengembangan nilai budaya
. Pembejian dukungan,
penghgrgaan kerjasama
dibidang budaya
Fasilijasi partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan
budaya
Pelestarian  fisik dan
kandungan bahan

pustaka termasuk naskah
kuno

Penyuysunan kebijakan
pengelolaan kekayaan
budaya local daerah
Sosialisasi pengelolaan
kekayaan budaya Iccal
daerah

Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian
peningkatan sejahtera
purbekala, museum dan
peninggalan bawah air

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Bappeda,
Perguruan Tinggi, Badan
Arkeologi

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Bappeda,
Perguruan Tinggi, Badan
Arkeologi Lembaga Adat
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Table 38. Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Kabupatern Berau

No Kebijakan Strategi Sasaran Indikator Program Program 1;{;?;:':;;" ) (Siaa{kzhi‘zdhaekm)
1 2 3 4 5 6 7 ) 8
1 Penguatan organisasi | 1. Reformasi birokrasi | 1.Ditetapkan Pariwisata | 1.Meagarahkan dana 1. Pengembangan | 1. Pengembangan Daerah Tujuan | Dinas Kebudayaan
kepariwisataan. kelembagaan dan sebagai visi Kabupaten magyarakat di Destinasi Wisata. dan Pariwisata,
penguatan mekanisme Berau. perusahaan- Pariwisata Bappeda, Perguruan
kinerja orgajisasi untuk | 2.Terbentuknya fo;um tata perusahaan swasta Tinggi
mendukung yisi dan misi kelola pariwisata (CER) untuk
Kepariwisataan 3.Terjalinnya Ikoordinasi perpbinaan organisasj | 2. Pengembangan | 1. Pengembangan dan penguatan | Dinas Kebudayaan
Kabupaten Berau. pemerintah dengan Asosiasi masyarakat di bidang Kemitraan informasi dan data base dan Pariwisata,
2.Menguatkan tata kelola kepariwisataan ( PHR], pariwisata (pokdarwis) 2. Pengembangan dan penguatan | Bappeda, Perguruan
kepariwisatagn ASITA, HPI, FTKFP ( DMQ ), | 2.Program technical litbang, kebudayaan dan | Tinggi, PHRI, ASITA
Kabupaten Berau. BPPD. assistance pariwisata
3. Menguatkan kemampuan | 4.Terfasilitasinya (outsourcing SDM) 3. Pengembangan SDM di bidang
perencanaan dan pembentukan Badan, | 3.Progam magang kebudayaan dan Pajiwisata
pengawasan program lembaga, organisasai | 4.Program pendidikan bekerjasama dengan Ilembaga
pembangunan kepariwisataan. perjgembangan lainnya.
kepariwisatagn 5.Terfasiltasinya badan pariwisata 4. Fasilitasi pembentukan forum
Kabupaten Berau. pengelola objek wisata. (perencanaan, komunikasi antar pelaku
4.Meningkatkannn  peran | 6.Bertambahnya dana CSR implementasi dan industry pariwisata dan budaya.
serta masyarakat dalam yang dipergunakan untuk mopnev) 5. Pelaksapaan koordinasii
pembangunai pengembangan  Destinasi pembar,gunan kemitraan.
kepariwisatagn Pariwisata dengan pariwisata.
Kabupaten Berau. melibatkan masyarakat 6. Pemantauan dan evaluasi
5. Memfasilitasi lokal pelaksapaan program
pembentukar; badan, | 7.Meningkatnya Kapasitas peningkatan kemitraan.
lembaga pariwisata dan SDM dibidang Kebudayaan 7. Pengembangan sumber daya
organisasi dan Pariwisata yang manusia dan profesiopalisme
kemasyarakatan  dalam berdaya saing bidang Panmsata
rangka mendukung 8. Peningkatan Peran serta
indutri pariwisata masyarakat dalam
Kabupaten Berau. pengembangan kemitraan
6. Menguatkan kemitraan pariwisata.
antara pelaku wisata di 9. Monitoring, evaluasi dan
Kabupaten Eerau ( Asita, pelaporan.

PHRI, Organda, HPL dan

lemmbaga pariwisata
lainnya ).

7. Menjadikan pariwisata
sebagai pilar strategis

pembangunan Kabupaten
Berau.

8. Memperkuat kapasitas
kelembagaan setiap
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Organisasi Kepariwisataan
baik dalam pengelolaan
destinasi, pemasaran dan
pola kerjasama.

Pembangunan SDM | 1.Melakukan peningkatan | 1. Pengikutsertaan PNS 1. Tersedianya sumber | 1. Pengembangan . Pengembangan SDM di bidang | Dinas Kebudayaan
pariwisata. kapasitas Sumber Daya dalam  pelatihgn dan deya manusia Kemitraan kebudayaan dan Pajiwisata | dan Pariwisata,
Manusia iniernal Dinas pendidikan infernal Dinas bekerjasama dengan lembaga | Bappeda, Perguruan
Kebudayaan dan kepariwisataan. kebudayaan dan lainnya. Tinggi, PHRI
Pariwisata. 2. Tersedianya PNS pada periwisata sesugi . Fasilitasi pembentukan forum
2. Meningkatkan dinas pariwisata yang dengan kebutuhan komunikasi antar pelaku
kemampuan dan berdisiplin ilmu pengembangan industry pariwisata dan budaya.
profesionalitas pegawai. pariwisata. periwisata . Pengembangan sumber daya
3. Meningkatkan kualitas | 3. Terlatih dan | 2. Peningkatan manusia dan profesiopalisme
pegawai bidang tersertifikasinya para profesionalisme PN3 bidang pariwisata.
Kepariwisataan. pelakw pariwisata sesuai yang makintinggi. . Peningkatan Peran serta
4. Meningkatkan kualitas dengan masyarakat dalam
sumber daya manusia profesionalimenya. pengembangan kemitraan
pengelola pendidikan dan pariwisata.
latihan bidang . Monitoring, evaluasi dan
kepariwisatagn dengan pelaporan.
melibatkan sebagai
assessor dan auditor. 2. Pengembangan . Pelatihan Pemandu wisata | Dinas Kebudayaan
5. Pemingkatan sumber daya Pemasaran terpadu. dan Pariwisata, LSP,
manusia pelaku wisata Pariwisata LSU
yang bersertifikasi
kompetensi raeningkatkan 3. Program . Fasilitasi pengem,bangan | Dinas Kebudayaan
kualitas dan kuantitas Pengembangan kemitraan dengan LSM dan | dan Pariwisata,
sumber daya manusia Kerjasam perusahaan swasta Bappeda, LSM
yang memiliki sertifikasi Pengelolaan 2. Fasilitasi pembentukan,
kompetensi di  setiap Kekayaan kemitraan usaha profesj antar
Destinasi Pariwisata. Budaya daerah
. Membangun kemitraan
pengelojaan kebudayaan antar
daerah
. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Penvelenggaraan 1.Peningkatan penelitian 1. Adanya dokumen 1. Diketahuinya 1. Pengembangan . Pelaksapaan koordinasi | Dinas Kebudayaan
penelitian dan yang berorientasi pada kajian ilmiah setiap suymber daya yang Destinasi pembar,gunan objek pariwisata | dan Pariwisata,
pengembangan. pengembanggn objek wisata pada aga pada setiap Pariwisata dengan lembaga/dunia ugaha Bappeda, Perguruan
pemasaran pariwisata setiap destinasi okjek wisata 2. Pemantauan dan evaluasi | Tinggi, PHRI, ASITA
yaitu penelitian dalam pariwisata. 2. Diketahuinya pelaksapaan program
rangka pengembangan 3. Adanya dokumen peluang pengembangan Destinasi
daya tarik wisata dan kajian produk dan pengembangan Pemasaran Pariwisata
pengembanggn kemasan dalam rangka untuk setiap objek . Pengembangan Daerah Tujuan
aksesibilitas, amenitas di peningkatan wisata. Wisata
destinasi pariwisata dan pemasaran.
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peran serta masyarakat.
2.Peningkatan penelitian
yamg Dberorizntasi pada

pengembangyn

pemasaran yaitu
pengembangun  produk,
citra pariwisata,

kemitraan pemasaran dan
pasar baru dalam dan
luar negeri.

3.Peningkatan penelitian
yang berorisntasi pada

pengembanggn  industri
pariwisata yaitu
penguatan industri
pariwisata, kemitraan,
daya saing produk,

kredibilitas bisnis dan
tanggung jawab
lingkungan.
4.Peningkatan penelitian
yang Dberorizntasi pada
pengembanggn
kelembagaan dan SDM
Pariwisata.

3. Terlaksananya

4.

pengkajian
pengembangan industri
pariwisata.

Terlaksananya kajian

kelembagaan dalam
rangka pengembangan
sumber daya manusia.

2. Pengembangan
Kemitraan

3. Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata

4. Pengembangan
Nilai Budaya

5. Program
Pengembangan
Kerjasama
Pengelolaar;
Kekayaan
Budaya

. Pember;an

. Fasilitasi

. Fasilitasi

. Membangun

. Monitoring,

. Pengembangan dan penguatan

litbang,
pariwisata

kebudayaan dan,

. Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan Pajiwisata
bekerjasama dengan lembaga
lainnya.

. Pengembangan sumber daya

manusia dan profesiopalisme

bidang pariwisata.

. Peningkatan Peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata.

Monitoring, evaluasi dan
pelaporan.

. Pengembangan jaringan,

kerjasama promosi pariwisata.

dukungan,
penghargaan kerjasama cibidang
budaya

pengem,bangan
kemitraan dengan LSM dan
perusahaan swasta
pembentukan
kemitraan usaha profesji antar
daerah

kemitraan
pengeloliaan kebudayaan antar
daerah

evaluasi dan

pelaporan

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata,
Bappeda, Perguruan
Tinggi

Dinas Kebudayaan
dan Parjwisata

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata,
Lembaga Adat

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata,
Bappeda, LSM
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2025

UMUM

Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Berau merupakan bagian
integral dariPembangunan Daerah serta merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisataan Nasional.

Sumber-sumber potensi Kepariwisataan baik yang berupa Objek dan Daya

‘Tarik Wisata,kekayaan budaya, alam, krakteristik kehidupan masyarakat,

sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal
dasar bagi Pembangunan Kepariwisataan Daerah.Modal tersebut periu
dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan Daerah serta
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan
ilapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta
budaya bangsa dan cinta tanah air, dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha
Esa.

Untuk mencapai hasil pembangunan dibidang kepariwisataan, yang
optimal diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi
penyusunan kebijaksanaan dan strategi,disamping adanya koordinasi dan
kerjasama terpadu antara Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat.
Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan Daerah perlu tetap menjaga
kelestarian fungsi lingkungan, nilai-nilai budaya dan mendorong upaya
peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkokoh jati diri, serta tetap
memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan.

Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan
penting demi tercapainya Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata
Daerah.Untuk itu perlu disusun pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Berau.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah”
adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen destinasi
pariwisata daerah dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas
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produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan
wisatawan di destinasi pariwisata.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah usaha
terencana yang disusun secara sistematis untuk mengembangkan potensi
yang ada di dalam suatu wilayah yang memiliki tujuan wisata dengan daya

tarile wisata yang perlu | ditingkatkan .dan diperbaiki, .sehingga
keberadaannya lebih diminati wisatawan.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12.
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan masyarakat” adalah upaya untuk
meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik
secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup,
kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah”
adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen pemasaran
pariwisata daerah dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan,
menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan

untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku
kepentinganCukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
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Pasal 18

Cukup jeias.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah”
adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen kelembagaan
pariwisata daerah dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan,
pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan
meningkatkan Lkualitags pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan
kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.
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Pasal 35

‘Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 8



